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ABSTRAK 
AFNI FEBRIANTI (B111 13 127). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Mengedarkan Meterai Palsu di Kota Makassar (Studi Kasus putusan 
Nomor 1682/Pid.B/2015/PN.Mks), dibawah bimbingan oleh H.M.Said 
Karim selaku pembimbing I dan Amir Ilyas selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materiil terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan meterai palsu terhadap 
perkara 1682/Pid.B/2015/PN.Mks, dan untuk mengetahui pertimbangan 
hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara putusan 
1682/Pid.B/2015/PN .Mks. 
Penelitian ini dilakukan dikota Makassar  dengan memfokuskan 
penelitian di instansi yang berhubungan dengan masalah  dalam skripsi ini 
yaitu Pengadilan Negeri Makassar. Dengan memepelajari data-data yang 
diperoleh dari hasil wawancara  dan dari kajian kepustakaan yaitu putusan 
1682/Pid.B/2015/PN.Mks., buku-buku, serta peraturan perundang-undangan 
yang terkait dengan masalah yang dibahas. 
Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai 
berikut, 1). Penerapan hukum materiil oleh hakim pada perkara putusan 1682/ 
Pid.B/2015/PN.Mks telah tepat terpenuhinya unsur-unsur Pasal 257 KUHP Jo. 
Pasal 253 KUHP tentang meterai palsu telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan.  2). Adapun  
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan  pada perkara nomor 
1682/Pid.B/2015/PN.Mks telah sesuai berdasarkan  pertimbangan yuridis, dan 
dengan melihat alat-alat bukti yang sah, majelis hakim berdasarkan fakta-fakta 
dipersidangan menilai  bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan  
perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan 
perbuatannya  terdakwa sadar  akan akibat  yang ditimbulkannya dan tidak 
mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatan  dalam keadaan 
sehat  dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak 
adanya alasan penghapusan pidana. 
  
ABSTRACT 
Afni Febrianti (B111 13 127).The Juridical Overview Against 
Criminal Act Circulate Fake Seals in Makassar (Case Study 1682 / Pid.B 
/ 2015 / PN .Mks), under the guidance by Mr. H.M.Said Karim as The 1st 
mentor  and Mr. Amir Ilyas as the 2nd mentor. 
This study aims to determine the application of material criminal law 
against the perpetrators of criminal acts circulate counterfeit seals on case 
1682/Pid.B/2015/PN.Mks, and to determine the legal considerations of judges 
in imposing criminal sanctions against the court's decision 
1682/Pid.B/2015/PN .Mks. 
This research was conducted in the city of Makassar with a focus on 
research at institutions dealing with the problem in this Scription, at the 
Makassar District Court.By learning of the data obtained from interviews and 
from the study of that decision literature 1682/Pid.B /2015/PN.Mks., Books, 
and the laws and regulations related to the issues discussed. 
From this research, the authors obtain results as follows, 1). The 
application of material law by the judge in the case decision 
1682/Pid.B/2015/PN .Mks have proper fulfillment of the elements of Article 
257 Criminal Code Jo. Article 253 of the Criminal Code counterfeit seal has 
been proven legally and convincingly fulfill legally formulation of the offenses 
charged. 2). The legal considerations of judges in decisions on case number 
1682/Pid.B/2015/PN.Mks has accordingly based on juridical considerations, 
and to see the tools evidence, the panel of judges based on the facts of the 
trial judge that the defendant may account for his actions considering that at 
the time of his actions the defendant aware of the consequences and does not 
cancel his intention, the perpetrator has doing his action in good health and 
capable to take into consideration the elements against the law, and the 
absence of a criminal reason for removal. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam 
mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang maksimal 
terhadap masyarakatnya. Untuk memberikan pelayanan yang baik serta 
untuk menjalankan pemerintahan, Indonesia memerlukan biaya yang 
sangat besar, sehingga pemerintah memerlukan pemasukan yang 
mencukupi guna menjalankan roda pemerintahan. Tetapi Indonesia 
sekarang masih merupakan negara berkembang dimana tingkat 
kemiskinan juga tinggi, sehingga tidak bisa di pungkiri jika di Indonesia 
dipenuhi dengan orang yang melakukan kejahatan. 
Kejahatan bukanlah sebagai variabel yang berdiri sendiri atau 
dengan begitu saja ada. Semakin maju dan berkembangnya peradaban 
umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan akan 
muncul di permukaan. Dengan kata lain kejahatan atau tindak kriminal 
merupakan salah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada dalam 
masyarakat. 
Salah satu kejahatan yang juga sering muncul di dalam  lingkungan 
masyarakat yaitu pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu kejahatan 
yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum, sehingga  sebab 
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dan akibat perbuatan itu  menjadi perhatian dari berbagi pihak dengan 
mengadakan penelitian agar dapat diperoleh kepastian dari kejahatan 
tersebut. 
Dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan 
berbagai macam bentuk  dan perkembangannya yang menunjuk pada 
semakin tingginya tingkat dari kejahatan pemalsuan yang semakin 
kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang dalamnya 
mengandung sistem ketidakbenaran  atau palsu, suatu obyek yang 
sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal 
sesunggunhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. 
Perbuatan pemalsuan  merupakan suatu jenis pelanggaran 
terhadap dua norma dasar yakni, kebenaran (kepercayaan) yang 
pelangarannya dapat dalam kejahatan penipuan, dan ketertiban 
masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok  kejahatan 
terhadap negara/ketertiban masyarakat. 
Hukum di Indonesia telah mengatur pemalsuan terhadap sesuatu 
merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk tindak pidana 
kejahatan dalam undang-undang hukum pidanan (KUHP). Menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia pemlasuan proses pembuatan, 
beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat 
dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa 
dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk 
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melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Dalam 
ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, 
antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan 
meterai, dan pemalsuan surat.  
Keberlakuan tindak pidana pemalsuan meterai menganut asas 
perlindungan (nasional pasif) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 
angka 2 KUHP. Tindak pidana yang dirumuskan dalam BAB XI Buku II 
KUHP berlaku bagi setiap orang yang  melakukannya baik Indonesia  
maupun diluar wilayah Indonesia. 
Dengan demikian, ketentuan BAB XI Buku II tersebut tidak saja 
memberikan perlindungan hukum masyarakat mengenai kepercayaan 
terhadap keabsahan meterai, melainkan juga kepentingan hukum  negara 
dari perbuatan yang dapat  merugikan sumber pendapatan negara dan 
perekonomian sosial. 
Selain dari unsur perpajakan, meterai memiliki arti penting dalam 
masyarakat, yaitu dengan adanya meterai maka surat yang diberi meterai 
yang ditentukan oleh undang-undang menjadi suatu surat yang sah, 
artinya tanpa meterai sebagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, 
tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga 
dalam pemeriksaan perkara di muka pengadilan, surat-surat baru dapat 
dipergunakan sebagai alat pembuktian apabila dibubuhi meterai yang 
dicantumkan oleh undang-undang. 
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Kejahatan mengedarkan meterai  palsu dapat merugikan negara 
karena uang hasil penjualan sejatinya masuk ke kas negara. Dengan 
adanya modus meterai palsu, negara menjadi dirugikan. Selain itu, 
kerugian bagi masyarakat adalah setiap dokumen yang menggunakan 
meterai tersebut dinilai tidak sah di mata hukum. 
Bila dibandingkan dengan tindak pidana pemalsuan mata uang  
dan uang kertas, pemalsuan meterai termasuk  tindak pidana yang lebih 
ringan. Sebagaimana dapat dilihat  dari pidana yang diancamkan  pada 
tindak pidana tersebut. Keadaan ini disebabkan pembentuk UU 
menganggap bahwa kepentingan hukum  masyarakat dan negara yang  
dibahayakan oleh tindak pidana meterai tidak sebesar dari bahaya yang di 
timbulkan oleh tindak pidana pemalsuan  mata uang dan uang kertas. 
Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana 
terhadap penyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai 
suatu upaya untuk menghalangi kejahatan dan mensejahterakan 
masyarakat, maka dalam berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk  
mengatur masyarakat dalam proses kebijakan sosial yang mengacu pada 
tujuan yang lebih luas. 
Menurut Adami Chazawi (2005:3) 
 “Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat 
salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahan dewasa ini 
banyak sekali terjadi tindak pidana  pemalsuan dengan berbagai 
macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin 
tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin 
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kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana  
didalamnya menganung sistem ketidakbenaran atau palsu atas 
sesuatu (obyek), yang seharusnya itu tampak dari luar seolah-olah 
benar adanya padahal bertentangan yang sebenarnya.” 
 
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berinisiatif untuk 
meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai pengedaran meterai palsu 
yang diatur dalam Pasal 253 KUHP dan menuangkannya dalam tugas 
akhir (Skripsi) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Mengedarkan Meterai Palsu (Studi Kasus Putusan PN. Makassar 
Nomor 1682/Pid.B/2015/PN.Mks). 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar balakang di atas, maka rumusan masalah 
yang timbul adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah  penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku 
pengedaran meterai palsu di kota Makassar dalam Putusan 
No.1682/Pid.B/2015/PN.Mks? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran meterai palsu di 
kota Makassar dalam Putusan No.1682/Pid.B/2015/PN.Mks? 
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C. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalaah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku 
pengedaran meterai palsu di kota Makassar dalam Putusan 
No.1682/Pid.B/2015/PN.Mks. 
2. Untuk mengetahui Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran meterai palsu di 
kota Makassar dalam  Putusan No.1682/Pid.B/2015/PN.Mks. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di tetapkan, maka 
penelitian ini diharapkan  dapat memberikan kegunaan, sebagai berikut: 
1. Secara Akademis/Teoritis 
Secara akademis di harapkan penulisan ini dapat  memberikan ilmu 
pengetahuan, terutama disiplin ilmu hukum pidana. Dan dapat melatih  
dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang 
terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama  
dalam tindak pidana pemalsuan meterai. 
2. Secara Praktis 
Sebagai sumbangan pemikiran  bagi kalangan teoritis  dan bagi 
aparat penegak hukum (polisi, Jaksa, hakim) untuk meningkatkan 
7 
 
pengetahuan(knowledge), keahlian (skill), dan perilaku (behavior) dalam 
penanganan perkara tindak pidana pemalsuan meterai. Selain itu, untuk 
melengkapi  bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan  
pembahasan tindak pidana pemalsuan meterai. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Secara harfiah, istilah yuridis berasal dari Bahasa Romawi 
Kuno,yakni “yuridicus”. Pada masa kejayaan kerajaan Romawi hampir 
semua daratan Eropa berada di bawah kekuasaannya. Oleh karena itu  
hukum yang berlaku di daratan Eropa sangat dipengaruhi oleh hukum 
Romawi. Istilah “yuridicus” dalam hukum Romawi berkembang pula di 
Perancis yang di kenal dengan istilah  “yuridique”. Prancis yang kala itu di 
pimpin Napoleon Boneparte berhasil mengkodifikasikan hukum pidana, 
yakni code penal. Keberhasilan Prancis merampungkan kodifikasi hukum 
pidana  ini pun banyak berpengaruh terhadap perkembangan hukum, 
khusunya di daratan Eropa continental. Di Belanda sendiri, istilah 
”yuridique” disebut dengan istilah “Yuridisch” yang berarti menurut hukum 
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Pengertian tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki mempelajari)1. 
Kata tinjauan berasal dari kata dasar tinjau yang bermakna: 
1. Melihat sesuatu yang jauh dari tempat yang ketinggian; 
2. Melihat-lihat (menengok,memeriksa, mengamati); 
3. Mengintai; 
4. Melihat (memeriksa); 
5. Mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami); 
6. Menduga (hati,perasaan,pikiran). 
 
Pengertian yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 
menurut hukum atau secara hukum2. Yuridis dapat diartikan   hal yang 
diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dalam hal  yang membentuk 
keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggangnya. Yuridis juga  
merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum  
dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, 
kebiasaan,  etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. 
Tinjauan yuridis secara terminology dapat diartikan sebagai analisis 
terhadap suatu permasalahan dengan menggunakan pendekatan 
normative berdasarkan  perundang-undangan yang berlaku. 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian  tindak pidana 
Istilah tindak pidana dalam Bahasa latin  disebut dengan “delictum” 
atau “delicta”.dalam bahsa inggris di kenal dengan istilah “delict” yang 
                                                          
1 Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. 
2 Ibid, hlm 1016  
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artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. 
Sementara itu, dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah “strafbaar 
feit”, yang terdiri dari tiga unsur kata yaitu “straf” diartikan sebagai pidana 
dan hukum, “baar” diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara “feit” 
lebih diartikan sebagai tindak peristiwa dan perbuatan atau sebagian dari 
suatu kenyataan. Di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai 
pengertian “strafbaar feit”3 
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang di bentuk 
dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu  pada peristiwa hukum 
pidana. 
Berikut adalah beberapa pengertian “strafbaar feit” yang 
dikemukakan oleh para ahli.4 
a. Menurut A. Zainal Abidin Farid, “straafbaar feit” merupakan 
perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan 
(schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab. 
b. Menurut Roeslan Saleh, “straafbaar Feit” adalah memberikan 
batasan peraturan pidana dalam perbuatan yang bertentangan 
dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, syarat 
utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada 
aturan yang melarang. 
                                                          
3 Wirjono Prodjodikoro,2003, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 
hlm 1. 
4 PAF Lamintang, 1979, Delik-DElik Khusus Kejahatan, Tarsito, Bandung, Hlm 181 
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c. Menurut  J.Bouman  bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang 
memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan 
dengan kesalahan.5 
Pandangan yang kedua, disebut dengan pandangan dualistik. 
Pandangan ini berpendapat bahwa antara perbuatan pidana dan 
pertanggung jawaban pidana harus dipisahkan. Salah satu ahli 
berpandangan dualistik adalah Moeljanto yang memberikan rumusan 
tindak pidana :6 
a. Adanya perbuatan manusia.  
b. Perbuatan tersebut memenuhi rumusan dalam undang-undang.  
c. Bersifat melawan.   
 
Para pakar asing hukum pidana  menggunakan istilah tindak 
pidana, atau perbuatan pidana, atau peristiwa pidana  dengan istilah;7 
1. Straafbaar Feit adalah peristiwa pidana;8 Istilah ini pertama kali 
dikemukakan  oleh Wirjono Prodjoikoro, dalam perundang-
undangan formal di Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah 
digunakan secara resmi dalam  UUD Sementara 1950, yaitu dalam 
pasa 14 ayat (1).  Secara substansif, pengertian dari istilah 
“peristiwa pidna” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat 
ditimbulkan  baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala 
alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering 
                                                          
5Adami Chazawi,2002. Pelajaran Hukum Pidana 2. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta, hlm 104 
6Ibid, hlm 105 
7Amir  Ilyas,2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education,Yogyakarta, hlm 18. 
8 Ibid, hlm 19. 
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didengar suatu ungkapan  bahwa  kejadian itu merupakan peristiwa 
alam;9 
2. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan perbuatan Pidana, yang 
digunakan  oleh para sarjana hukum pidana Jerman.10 Mulyatno, 
menerjemahkan istilah strafbaar feit  dengan perbuatan pidana. 
Menurut pendapat beliau  istilah “perbuatan pidana” menunjuk 
kepada makna  adanya sutau kelakuan manusia  yang 
menimbulkan akibat tertentu yang dilarang  hukum di mana  
pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan 
demikian  karena kata “perbuatan”  tidak mungkin berupa kelakuan 
alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut  perbuatan 
itu adalah hanya manusia; dan 
3. Criminal Act diterjemahkan  dengan istilah perbuatan kriminal. Delik 
dalam Bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri atas tiga kata, 
yaitu straf, baar, dan feit yng masing-masing memiliki arti: 
 Straf diartikan sebagai pidana dan hukum; 
 Baar diartikan sebagai boleh dan dapat; 
 Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan 
perbuatan. 
                                                          
9 Teguh Prasetyo,2012, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49 
10 Amir Ilyas, loc. cit 
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Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-
undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur  hukum sebagai 
terjemahan dari istilah strafbaar feit adalah sebagai berikut:11 
1. Tindak pidana; 
2. Peristiwa pidana; 
3. Delik; 
4. Pelanggaran pidana; dan 
5. Perbuatan yang boleh di hukum. 
 
Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi diatas, maka 
dapat diambil kesimpulan  bahwa yang disebut dengan tindak pidana  
adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam, dengan 
pidana, dimana pengertian perbuatan disini  selain perbuatan yang 
bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) 
hukum juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu  yang 
seharusnya diharuskan oleh hukum). 
2. Unsur- unsur Tindak Pidana 
Didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu: 
a. Unsur objektif 
Unsur yang terdapat  diluar sipelaku. Unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana 
tindakan-tidakan sipelaku itu harus dilakukan. 
1) Sifat melanggar hukum; 
2) Kualitas dari si pelaku; 
                                                          
11Adami chazawi,pelajaran hukum pidana 1, 2005, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 67 
14 
 
3) Kausalitas. 
 
b. Unsur Subjektif 
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang 
dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala 
sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri  dari: 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 
53 ayat (1) KUHP. 
3.  Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-
kejahatan pencurian,penipuan, pemerasan, dan sebagainya  
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 
340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih 
dahulu. 
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.12 
 
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: 
a. Perbuatan; 
b. yang dilarang (oleh aturan hukum). 
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).13 
Menurut alasab yang dibuat Vos dapat diatarik unsur-unsur tindak 
pidana adalah: 
a. Kelakuan manusia 
b. Diancam dengan pidana 
c. Dalam peraturan perundang-undangan.14 
 
Dari batasan  yang dibuat jonkers (penganut paham monisme) 
dapat dirinci unsur tindak pidana adalah: 
a. Perbuatan (yang); 
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
c. Kesalahan ( dilakukan oleh orang yang dapat); 
d. Dipertangungjawabkan.15 
 
                                                          
12 Teguh Prasetyo, Ibid. hlm. 51 
13 Adami Chazawi, 2012, Pelajarn Hukum Pidana bagian 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 
14 Ibid, hlm. 80 
15Ibid, hlm 81 
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Sedangkan menurut E.Y kanter dan S.r. Sianturi bahwa tindak  
pidana tersebut mempunyai lima unsur yaitu: 
a. Subjek; 
b. Kesalahan 
c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan; 
d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskn oleh undang-
undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; 
dan 
e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).16 
 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis  
tertentu atau mengklarifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai 
dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu 
menurut dasar apa yang diinginkan demikian pula halnya dengan tindak 
pidana.17 
KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik  
kedalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku kedua dan ketiga masing-
masing menjadi kelompok kejahtan dan pelanggaran. Kemudian bab-
babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh 
KUHP  terhadap tindak pidana tersebut. 
1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam 
buku II  dan pelanggaran yg di muat dalam buku III. Dicoba 
membedakan bahwa kejahatan merupakan rechtdelict atau delik 
hukum  dan pelanggaran merupakan wetsdelict atau delik undang-
                                                          
16 Amir Ilyas, op.cit, hlm. 18 
17 Teguh Prasetyo, 2012, Hukum Pidana, PT rajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm 57. 
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undang. Delik hukum adalah pelanggaran  hukum yang dirasa 
melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, 
melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik 
undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-
undang misalnya saja keharusan  untuk mempunyai SIM bagi yang 
mengendarai kendaraan bermotor dijalan umum, atau mengenakan 
helm ketika mengendarai sepeda motor. Di sini tidak tersangkut 
masalah keadilan.18 
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antar delik formal (formil) 
dan delik material (materiil). Delik formal adalah delik  yang 
dianggap  selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan  
perkataan lain titik beratnya berada  pada perbautan itu sendiri. 
Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya. 
Sebaliknya  didalam delik material titik beratnya pada akibat yang 
dilarang, delik itu dianggap  selesai jika akibatnya sudah terjadi, 
bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. 
Contohnya adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting 
adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, 
menusuk, menembak, dan sebagainya.19 
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (delik dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (delik 
                                                          
18 Ibid, hlm 59 
19Ibid, hlm 59 
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culpa). Dolus dan culpa merupakan bentuk kesalahan (schuld) 
yang akan di bicarakan tersendiri di belakang. 
a. Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, 
rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang 
tegas,,,dengan sengaja tetapi juga mungkin dengan kata-kata 
lain yang senada, seperti diketahuinya dan sebagainya. 
Contohnya adalah Pasal-Pasal 162, 197, 310, 338, dan lebih 
banyak lagi. 
b. Delik culpa di dalam rumusannya, memuat unsur kealpaan 
dengan kata,,,karena kealpaannya, misalnya dalam Pasal 
359,195. Didalam terjemahan kadang-kadang dipakai 
istilah,,,karena kesalahannya. 
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delik 
omissionis). Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu 
yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (to 
commit = melakukan;  to omit = meniadakan). 
a. Delik commisionis barangkali tidak terlalu sulit dipahami, 
misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, 
mengancam, dan sebagainya. 
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b. Delik ommissionis dapat kita jumpai pada Pasal 522(tidak 
datang menghadap kepengadilan sebagai saksi), Pasal 164 
(tidak melapor ada pemufakatan jahat).20 
5. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan aduan) adalah tindak pidana 
yang penentuannya hanya dilakukan atas dasar adanya 
pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena.21 
6. Jenis Delik yang Lain 
Terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut darimana kita meninjau 
delik tersebut, antara lain: 
a. Delik berturut-turut, yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-
turut 
b. Delik yang berlangsung terus 
c. Delik berkualifikasi, yaitu tindak pidana dengan pemberatan 
d. Delik dengan privilege, yaitu delik dengan peringanan 
e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan  negara 
sebagai keseluruhan. 
f. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang 
yang mempunyai kualitas tertentu.22 
 
 
4. Pemidanaan  
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan 
juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada 
umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan 
sebagai penghukuman. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat 
jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain 
takut melakukan kejahatan serupa. 
                                                          
20 Ibid, hlm 60 
21 Ibid, hlm 61 
22 Ibid, hlm 62 
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Pernyataan diatas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali  
bukan dimaksudkan sebagai  upaya balas dendam melainkan sebagai  
upaya pembinaan  bagi seorang pelaku kejahatan serupa. Pemberian 
pidana  atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat 
beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:23 
1. Pemberian pidana oleh pembentuk undang-undang; 
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; 
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. 
 
Prof. Sudarto mengemukakan bahwa perkataan pemidanaan 
sinonim dengan istilah “penghukuman”. Penghukuman sendiri 
berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai 
menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya 
(berechten).  Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak 
hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang 
hukum lainnya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang 
kerapkali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau 
penjatuhan pidana oleh hakim.24 
 
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, 
dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu 
mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban 
dan juga masyarakat. Oleh karena itu, teori ini disebut juga teori 
konsekuensialisme, sebab dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat 
tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut 
melakukan kejahatan serupa.25 
                                                          
23Andi Hamzah, ,Delik-delik Tertentu Di dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika,2010,hlm 95. 
24P.A.F. Lamintang, Hukum Pidana I Hukum Pidana Material bagian Umum, Binacipta, Bandung, 
1987, hlm 17 
25Amir Ilyas, op.cit, hlm 95 
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Ada beberapa teori yang telah di rumuskan oleh para ahli 
mengenai pemidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pemidanaan  itu 
dijatuhkan. Menurut Adami teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 
tiga golongan besar, yaitu: 
a. Teori Retributif 
Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana 
adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada 
hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk 
mengadakan pembalasan (vergelding) terhadap orang-orang yang 
telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak yaitu corak 
subjektif (subjectif vergelding), pembalasan langsung ditujukan 
kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu 
pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah 
dilakukan orang yang bersangkutan.26 
Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana 
menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” 
sedangkan pengaruhnya menguntungkan adalah sekunder.27 
b. Teori Deterrence (teori pencegahan) 
Terminologi “deterrence” menurut zimring dan hakwins, 
digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu 
                                                          
26Marlina, , Hukum Penitensier,Bandung: Refika Aditama.2011, hlm.41 
27Effendi, Erdianto,Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: Refika 
Aditama,2011,hlm27 
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kasus, dimana ancaman pemidanaan  tersebut membuat orang 
merasa takut menahan diri untuk melakukan kejahatan. Namun “the 
net deterrence effect” dari ancaman secara khusus kepada 
seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat 
untuk tidak melakukan kejahatan.28 
 
c. Teori Treatment (Teori pembinaan/ perawatan) 
Treatment  sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh 
aliran positif yang berpendapat bahwa pmidanaan sangat pantas 
diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. 
Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi 
tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada 
pelaku kejahatan sebagai  pengganti dari penghukuman. Argument 
aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan 
adalah orang yang sakit membutuhkan tindakan perawatan 
(treatment) dan perbaikan (rehabilitation).29 
d. Teori Social efence ( Teori Perlindungan Masyarakat) 
Teori ini berkmbang dari teori “bio-sosiologis” yang dipelopori 
oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh union-
internationale de Droit penal atau international Kriminalistische 
Vereinigung (IKU) berdiri pada 1 januari 1889 dan didirikan dan 
                                                          
28Marlina,op,cit. hlm 50 
29Ibid, hlm. 59 
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dipimpin oleh Adolphe prins. Tokoh tersebut menerima dan mengakui 
kebenaran dan keabsahan temuan-temuan  hasil studi antropologis 
dan sosiologis terhadap fenomena kejahahatan. Namun sanksi 
pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana 
harus dipadukan dengan kebijakan sosial  khususnya dengan 
tindakan preventif. Sampai pada perang Dunia I, pandangan ini 
mempunyai pengaruh yang besar terhadap politik hukum pidana.30 
Di atas diutarakan adanya teori-teori hukum pidana yang bersifat 
absolut dan bersifat relative sebagai dua aliran yang merupakan 
antithesis, maka ada teori gabungan yang berada ditengah-tengah. 
Sekiranya dalam praktek biasanya  ada persesuaian pendapat bahwa 
suatu kejahatan tertentu harus ditanggapi  dengan suatu pidana tertentu 
itu memberikan kepuasan kepada semua pihak karena merupakan 
“pembalasan” yang diinginkan oleh teori absolut dan sekaligus memenuhi 
syarat  dari teori relative kearah suatu tujuan prevensi atau memperbaiki 
penjahat.31 
C. Tindak Pidana PemalsuanMeterai 
1. Pengertian Pemalsuan Meterai 
a. Pemalsuan  
Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran 
terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh 
                                                          
30Ibid, hlm 63. 
31Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana,Bandung. Refika Utama 2003. hlm 29. 
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keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang 
teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung 
tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan 
dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat 
merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.  
Pemalsuan merupakan suatu perbuatan yang sengaja meniru 
suatu karya orang lain  untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan 
(illegal)/melanggar hak cipta orang lain. 
Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam 
suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan 
satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, 
nilai kebutuhan dan sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan 
sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial 
tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam 
masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya  berupa tindak 
kejahatan pemalsuan. 
Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamya 
mengandung sistem  ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) 
yang sesuatunya itu Nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal 
sesunggunhnya  bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan 
pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran  terhadap dua norma 
dasar: 
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a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat 
tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan. 
b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam 
kelompok kejahatan terhadap  negara/ketertiban masyarakat. 
Tindakan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 
kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan  
bagi diri sendiri ataupun orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur  
dalam masyarakat yang maju dan teratur tidak dapat berlangsung lama 
tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan 
dokumen-dokumen lainnya. Perbuatan pemalsuan merupakan ancaman 
bagi kelangsunagn hidup dari masyarakat tersebut.32 
Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam 
suasana  hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan 
satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, 
nilai kebutuhan dan sebagainya. Semua dapat berjalan sebagaimana 
mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial taat pribadi. 
Tetapi, keseimbangan tersebut dapat  goyah bilamana dalam masyarakat 
tersebut terdapat ancaman yang salah satunya berupa tindaka kejahatan 
pemalsuan. 
Adami Chazawi mengemukakan bahwa.33 
“Pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya 
mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek) 
                                                          
32Ejurnal.bunghatta.ac.id 
33Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001 
hlm.3 
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yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, 
padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya”. 
b. Meterai 
Pengaturan tentang Meterai diatur melalui Undang-Undang (UU) 
Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Pengertian meterai 
tertuang pada Pasal 1 Ayat 2 Huruf b, yaitu:Benda meterai adalah 
meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah 
Republik Indonesia. Sedangkan maksud dari meterai tertuang pada UU 
Nomor 13 Tahun 1985 Pasal 1 Ayat 1, yaitu: Dengan nama Bea 
Meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam Undang-
undang ini 
Dari 2 Pasal ini jelas bahwa Meterai adalah sebuah benda yang 
berbentuk tempel atau kertas yang bertujuan sebagai bukti 
pembayaran Pajak. Artinya, sah atau tidaknya sebuah dokumen bukan 
ditentukan ada atau tidaknya meterai pada dokumen tersebut, karena 
meterai bukan merupakan syarat sah sebuah dokumen namun 
merupakan bukti pembayaran pajak. 
Meterai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan 
adanya meterai maka surat yang diberi meterai yang ditentukan oleh 
UU menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa meterai berbagai surat 
keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai 
pemberian kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara 
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dimukapengadilan, surat-surat baru dapat dipergunakan berbagai alat 
pembuktian apabila dibubuhi meterai yang ditentukan oleh UU.34 
c. Pemalsuan Meterai 
 
Dibentuknya tindak pidana meterai  berlatarbelakang pada 
kepentingan hukum negara dalam usaha mendapatkan  sumber 
pendapatan negara dari sektor pajak, dalam hubungannya  dengan 
keabsahan dari surat sebagai alat bukti. Oleh karena sebuah surat 
sebagai alat bukti  atau digunakan sebagai alat bukti wajib dilekatkan 
pada meterai dengan nilai tertentu maka untuk kepentingan tersebut  
negara ikut campur dalam hal  memungut bea meterai. Dengan maksud 
dapat terjaganya  kepentingan hukum mengenai keabsahan meterai yang 
digunakan masyarakat dalam  rangka pemasukan pendapatan negara  
dari sektor pajak, maka dibentuklah tindak pidana meterai ini.35 
2. Unsur-Unsur Pemalsuan Meterai 
Pemalsuan meterai diatur dalam BAB XI buku II KUHP dari 
Pasal 253 sampai dengan Pasal 261 KUHP yang dapat dibedakan 
menjadi 5 macam:36 
1. Meniru dan memalsu Meterai ( Pasal 253 KUHP);  
2. Sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan 
untuk dijual  atau memasukkan ke kas negara (Pasal  257 
KUHP) 
                                                          
34Wirjono Prodjodikoro, 2008: 182. 
35 Adami chazawi, Tindak Pidana Pemalsuan,RajaGrafindo Persada,Jakarta, 2014, hlm 98. 
36Ibid, hlm 101. 
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3. Menghilangkan merek pada Meterai (Pasal 260 KUHP) 
4. Memalsu Meterai asing (Pasal 260 bis KUHP) 
5. Menyimpan Bahan untuk memalsu meterai (Pasal 261 
KUHP) 
Contoh pemalsuan meterai dapat kita liat di Pasal 253 KUHP 
Dipidana dengan pidana penjara selamanya tujuh tahun: 
1. Barangsiapa meniru atau memalsukan meterai yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, atau 
memalsukan tanda-tangan, yang perlu untuk sahnya meterai 
itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai 
meterai itu oleh orang lain sebagai meterai yang asli atau yang 
tidak dipalsukan atau yang sah. 
 
2. Barangsiapa dengan maksud yang sama membuat meterai 
dengan memakai alat cap yang dengan melawan hukum: 
a)  Orang yang meniru atau memalsukan meterai yang 
dikeluarkan oleh pemerintah RI, dengan maksud untuk 
memakai atau menyuruh memakai meterai itu oleh orang 
lain sebagai, meterai, yang ada atau yang tidak 
dipalsukan atau yang sah. 
b)  Orang yang meniru atau memalsukan tanda tangan yang 
perlu untuk sahnya meterai itu, dengan maksud untuk 
memakai atau menyuruh memakai meterai itu oleh orang 
lain sebagai meterai yang asli atau yang tidak dipalsukan 
atau yang sah. 
c)  Orang yang membuat atau dengan memakai alat cap yang 
asli dengan melawan hukum, dengan maksud untuk 
memakai atau menyuruh memakai meterai itu oleh orang 
lain sebagai meterai yang asli atau yang tidak dipalsukan 
atau yang sah. 
 
Ada dua bentuk tindak pidana dalam Pasal 253, masing-masing 
dirumuskan dalam angka 1 dan angka 2. 
Tindak pidana yang dirumuskan dalam angka 1 mengandung 
unsur- unsur: 
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Unsur-unsur objektif: 
a). Perbuatan:1). Meniru; 
2). Memalsu 
b). Objeknya: 1).Meterai yang dikeluarkan pemerintah  
Indonesia; 
  2).Tanda tangan untuk sahnya meterai; 
 
Unsur-unsur  subjektif: 
c). Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh 
memakai sebagai meterai asli atau tidak dipalsu 
 
Sedangkan tindak pidana yang dirumuskan dalam angka 2 
unsur-unsurnya adalah: 
Unsur-unsur objektif:  
a. Perbuatan: membikin; 
b. Objeknya : meterai; 
c. Caranya   : dengan menggunkan cap asli; 
d. Dengan melawan hukum; 
 
Unsur-unsur subjektif: 
e. Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh 
memakai sebagai meterai sah. 
 
 
3. Tindak Pidana Pemalsuan  Meterai Dalam KUHP 
Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemalsuan 
meterai dirumuskan Pasal 253. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 
257,260, 261, 261 bis adalah tindak pidana yang berhubungan dengan 
meterai. 
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1) Tindak pidana meniru dan memalsu meterai 
a. Perbuatan Meniru dan Memalsu, 
Unsur perbuatan tindak pidana pemalsuan meterai pada Pasal 
253 angka 1 ialah meniru dan memalsu  sama dengan perbuatan 
pemalsuan mata uang  dan uang kertas Pasal 244. Mengenai 
pengertiannya tiada perbedaan antara meniru  dan memalsu uang atau 
mata uang dengan meniru atau memalsu meterai. 
Perbuatan meniru dan memalsu ditujukan pada dua objek, 
yakni: 
1. Meterai yang dikeluarkan pemerintah Indonesia; 
2. Tanda tangan yang diperlukan untuk sahnya meterai. 
 
Meniru meterai yang dikeluarkan pemerintah pusat, artinya 
membuat membuat metarai  baru yang menyerupai atau mirip meterai 
asli yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Meterai yang 
dihasilkan oleh perbuatan meniru tersebut disebut dengan meterai 
palsu meterai tidak asli.37 
a. Meterai yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia dan Tanda 
Tangan untuk Sahnya Meterai 
Dalam unsur kedua adalah merupakan unsur keadaan yang 
menyertai yang melekat pada unsur objek: “tanda tangan untuk sahnya 
meterai” untuk kepentingan pendapatan negara melalui pajak, maka 
                                                          
37 Adami Chazawi, op.cit, hlm 102 
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hanya pemerintah Indonesia yang di bolehkan untuk mengeluarkan 
meterai. Pasal 7 ayat(1) UU No. 13 tahun  1985 tentang Bea Meterai 
disebutkan bahwa “bentuk, ukuran, warna meterai, demikian pula 
percertakan, pengurusan, penjualan, serta penelitian keabsahannya 
ditetapkan oleh menteri keuangan”.38 
b. Dengan Maksud untuk Memakai Menyuruh Memakai 
sebagai Meterai asli atau Tidak Palsu. 
Unsur ini merupakan unsur kesalahan, khusunya kesengajaan 
sebagai maksud (opzet als oogmerk). Maksud dari perbuatan meniru 
atau memalsu meterai atau tanda tangan untuk sahnya meterai 
dirujukan pada dua hal. Untuk memakai dan menyuruh orang lain 
pakai. Arti maksud memakai adalah bahwa sipembuat itu sendirilah 
yang memakai meterai tidak asli atau meterai yang palsu. Sementara 
arti menyuruh orang lain memakai, sipembuat tidak akan memakai 
meterai tidak asli atau meterai yang palsu olehnya, melainkan akan 
dipakai oleh orang lain. 
c. Tindak pidana membikin meterai dengan menggunakan 
cap asli secara melawan hukum. 
Tindak pidana ini dimuat dalam Pasal 253 angka 2 KUHP. 
Dilarang membuat meterai dengan cara menggunakan cap asli secara 
melawan hukum. Maksud dengan melawan hukum adalah sipembuat 
                                                          
38ibid, hlm 104. 
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tidak berhak menggunakan cap asli  untuk membuat meterai. Orang 
yang berwenang adalah  orang yang karena jabatannya dalam batas-
batas yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
saja yang boleh menggunakan cap asli tersebut.Melawan hukum disini 
bersifat objektif, artinya sifat tidak berhaknya perbuatan membikin 
meterai dengan menggunakan cap asli tersebut diletakkan pada 
peraturan perundang-undangan.39 
2) Sengaja Memakai, Menjual, Menawarkan Dan Menyerahkan 
Sebagai Meterai Palsu (Pasal 257 KUHP) 
Pasal 257 KUHP merumuskan sebagai berikut: 
Barang siapa dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, 
menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau 
memasukkan keindonesia, meterai, tanda atau merek yang tidak 
asli, dipalsu dibikin secara melawan hukum , atau benda-benda 
di mana merek itu dibubuhkannya secara melawan hukum 
seolah-olah meterai , tanda atau merek itu asli, tidak palsu, dan 
dibikin secara melawan hukum pada benda-benda itu, diancam 
dengan pidana penjara sama yang ditentukan dalam Pasal 256, 
menurut perbedaan yang ditentukan dalam Pasal tersebut. 
Bila rumusan tindak pidana Pasal 257 tersebut dirinci, maka 
terdapat unsur-unsur sebagai berikut. 
Unsur-unsur yang bersifat objektif: 
1) Perbuatannya:a). Memakai; 
      b). Menjual; 
      c). Menawarkan; 
      d). Menyerahkan; 
      e). Mempunyai persediaan untuk dijual; 
       f). Memasukkan ke Indonesia; 
                                                          
39 Ibid, hlm 105 
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2) Objeknya: 
a) Meterai tidak asli (palsu) atau meterai dipalsu atau 
meterai yang dibuat secara melawan hukum; 
b) Tanda atau merek tidak asli, atau yang dipalsukan atau 
yang dibuat dengan melawan hukum; 
c) Benda-benda yang dibubuhi meterai, tanda atau merek 
palsu atau dipalsu atau yang dibuat dengan melawan 
hukum; 
3) Seolah-olah meterai, tanda atau merek itu asli dan tidak 
palsu atau tidak dibuat dengan melawan hukum 
 
Unsur yang bersifat subjektif: 
4) Kesalahan: dengan sengaja 
 
Tindak pidana Pasal 257 ini serupa dengan tindak pidana Pasal 
245 (mengedarkan matau uang yang dikurangi nilainya/dirusak). 
Unsur perbuatan dalam Pasal 257 adalah memakai, menjual, 
menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, 
memasukkan ke Indonesia. 
Memakai artinya objek meterai yang disebut dalam Pasal 257 
tersebut, misalnya sebuah meterai palsu digunakan dengan 
merekatkannya pada sebuah surat kuitansi penerimaan/pembayaran 
uang seolah-olah itu meterai asli. 
Menjual merupakan suatu perbuatan dalam perjanjian hukum 
jual beli, yang wujudnya menyerahkan objek suatu benda tertentu oleh 
satu pihak disebut penjual dan pihak lain disebut pembeli dengan 
menerima sejumlah uang sebagai harga dari benda yang diperjual 
belikan tersebut. Dalam hubungannya dengan menjual meterai palsu 
dalam Pasal 257 ini, meskipun perjanjian tersebut tidak sah dan batal 
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demi hukum, tidak perlu dipersoalkan tentang sah tidaknya perjanjian 
jual beli tersebut. 
Dalam hubungannya dengan menjual objek meterai yang 
melanggar Pasal 257 ini, baru dapat dipidana terhadap penjualnya 
apabila sipenjual tersebut mengetahui bahwa meterai yang dijual 
olehnya merupakan meterai yang tidak asli atau palsu. Pengetahuan 
ini harus dibuktikan dalam sidang pengadilan oleh jaksa penuntut 
umum. Jika tidak terbukti maka si penjual harus dibebaskan. Karena 
dalam Pasal  257 ini terdapat unsur sengaja. 
Pasal 257 hanya dapat mempidana sipenjual dan pembeli tidak 
namun apabila sipembeli mengetahui yang patut menduga objek 
meterai yang dibelinya merupakan meterai yang tidak asli atau meterai 
palsu maka dapat dipidana Pasal 480 karena penadahan. 
Kejahatan pada Pasal 257 ini mirip dengan kejahatan dalam 
kejahatan dalam Pasal 245 (mengedarkan mata uang atau uang kertas 
palsu atau dipalsu) dan Pasal 247 (mengedarkan mata uang yang 
telah dikurangi nilainya/dirusak). Perbedaannya, ialah perbuatan yang 
dilarang dalam Pasal 245 dan 247 dirumuskan dalm bentuk abstrak 
(mengedarkan). Sedangkan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 257 
dirumuskan dalam beberapa perbuatan (lebih luas) dalam bentuknya 
yang lebih konkret. Perbuatan seperti menjual, menyerahkan dan 
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memasukkan ke Indonesia adalah bentuk konkret dari perbuatan 
mengedarkan.40 
3) Menghilangkan tanda/cap terpakainya meterai 
Pasal 260 KUHP merumuskan sebagai berikut: 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun 
atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; 
1. Barangsiapa pada meterai pemerintah Indonesia yang 
telah dipakai, menghilangkan  cap gunanya untuk tidak 
memungkinkan dipakainya lagi, dengan maksud untuk 
memakai  atau menyuruh orang lain memakai, seolah-
olah meterai itu belum dipakai. 
2. Barangsiapa pada meterai pemerintah Indonesia yang 
telah dipakai dengan maksud yang sama 
menghilangkan tanda tangan, ciri atau tanda saat 
dipakainya, yang menurut ketentuan undang-undang 
harus dibubuhkan di atas atau pada meterai-meterai 
tersebut. 
 
(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan 
sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, 
mempunyai perediaan untuk dijual atau memasukkan ke 
Indonesia meterai yang capnya, tanda tangannya, ciri atau 
tanda saat dipakainya dihilangkan, seolah-olah meterai 
belum dipakai. 
 
Pasal 260 memuat tiga macam tindak pidana mengenai meterai, 
dua pada ayat (1) dan satu pada ayat (2). 
1. Tindak Pidana Pertama 
Unsur-unsur objektif:  
a. Perbuatannya: menghilangkan; 
b. Objeknya: cap/ tanda terpakainya meterai; 
 
Unsur subjektif: 
                                                          
40Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 
2001, hlm.66. 
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c. Kesalahan: maksud untuk memakai atau menyuruh 
memakai seolah-olah meterai itu belum terpakai. 
 
2. Tindak Pidana Kedua 
Unsur-unsur objektif: 
a. Perbuatannya: menghilangkan; 
b. Objeknya: (1). Tanda tangan; 
(2). Ciri, dan  
(3). Tanda saat dipakainya yang menurut 
ketentuan UU dibubuhkan diatas atau 
pada meterai; 
 
Unsur subjektif: 
c. Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh memakai seolah-olah meterai itu belum 
terpakai. 
 
3. Tindak Pidana Ketiga 
Unsur-unsur objektif: 
a. Perbuatan: (1). Memakai;  
(2). Menjual;  
(3). Menyerahkan;  
(4). Mempunyai persediaan untuk dijual; 
b. Objeknya: meterai yang (1). Capnya;  
  (2). Tanda tangannya;  
  (3). Ciri atau tanda saat  
dipakainya dihilangkan; 
 
 
Unsur subjektif: 
c. Dengan sengaja. 
 
Pada dasarnya sifat tindak pidana pertama sama dengan tindak 
pidana kedua. Merupakan tindak pidana dengan perbuatan yang sama 
ialah menghilangkan suatu ciri atau tanda yang digunakan sebagai 
bukti atas telah dipakainya meterai. Meskipun tindak pidana yang satu 
menghilangkan cap, sementara yang kedua menghilangkan suatu 
tanda tangan, ciri, atau tanda saat dipakainya meterai. 
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Perbedaanya terletak pada objek perbuatan dari perbuatan 
menghilangkan, yang sekaligus merupakan objek tindak pidananya. 
Namun mempunyai sifat yang sama, ialah baik cap maupun tanda 
tangan dan sebagainya itu dibubuhkan pada meterai dengan maksud 
meterai tersebut tidak digunakan lagiatau telah dimatikan oleh adanya 
cap atau tanda tangan diatasnya tadi.41 
4) Memalsu meterai asing 
Pasal 260 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Ketentuan dalam Pasal 253, 256, 257, dan 260 berlaku juga 
menurut perbedaan yang ditentukan  dalam Pasal-Pasal itu, 
jika perbuatan yang diterangkan disitu dilakukan terhadap 
meterai atau merek yang dipakai oleh jabatan Pos Indonesia 
atau suatu Negara Asing. 
(2) Jika kejahatan dilakukan terhadap meterai atau merek yang 
dipakai oleh jabatan Pos Negara Asing, maksimun pidana 
pokok yang ditentukan bagi kejahatan itu dikurangi sepertiga. 
 
Pasal 260 bis mengandung dua hal, yaitu: 
1. Perluasan berlakunya ketentuan Pasal 253, 256, 257, dan 
260 terhadap meterai atau merek/tanda yang diapakai oleh 
jabatan Pos Indonesia atau suatu egara asing. 
2. Mengenai alasan pengurangan pidana, yakni apabila tindak 
pidana tersebut dilakukan terhadap meterai atau merek yang 
dipakai oleh jabatan Pos Negara Asing. 
3. Menyimpan bahan untuk memalsu meterai 
 
Pasal 261 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa menyimpan bahan atau benda yang 
diketahuinya diperuntukkan untuk melakukan salah satu 
kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 253 atau didalam 
Pasal 260 bis, berhubung dengan Pasal 253, diancam 
                                                          
41 Adami Chazawi, loc.cit, hlm 114 
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dengan pidana paling lama Sembilan bulan atau pidana 
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
(2)  Bahan-bahan dan barang-barang itu dirampas. 
 
Apabila rumusan tersebut di atas dirinci terdiri dari unsur-unsur 
sebagai berikut: 
Unsur-unsur yang bersifat objektif: 
a. Perbuatan: menyimpan; 
b. Objeknya:1). Bahan; 
 2). Benda; 
Unsur subjektif 
c. Kesalahan: yang diketahuinya bahwa bahan atau benda itu 
digunakan untuk melakukan kejahatan Pasal 253 dan 260 
bis yang berhubungan dengan Pasal 253. 
Perbuatan menyimpan bukan terhadap meterai atau merek 
palsu yang dipalsu, tetapi pada bahan atau benda yang digunakan 
dalam melakukan peniruan atau pemalsuan meterai dan merek. 
Bahan atau benda yang digunakan untuk meniru atau memalsu 
dirampas. Pidana perampasan benda dalam Pasal ini bersifat imperatif 
bukan  fakultatif sebagaimana sifat umkum dari pidana tambahan. 
Menjadi keharusan bagi hakim untuk dijatuhkan.42 
4. Jenis- Jenis Tindak Pidana Pemalsuan 
1)  SumpahPalsu 
Sumpah palsu diatur dalam Pasal 242 KUHP. Keterangan di 
bawah sumpah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. Keterangan 
                                                          
42Ibid, hlm 120. 
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dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan 
dimuka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian 
tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang 
saksi di dalam sidang pengadilan.  
Menurut ayat 3, disamakan dengan sumpah suatu kesanggupan 
akan memberikan keterangan yang benar, atau penguatan kebenaran 
keterangan yang telah diberikan keterangan yang benar, atau 
penguatan kebenaran keterangan yang telah diberikan. Pergantian ini 
diperbolehkan dalam hal seorang berkeberatan diambil sumpah.43 
Contoh sumpah palsu ini terdapat pada Pasal 242 KUHP yaitu : 
1) Barang siapa yang dalam hal peraturan undang-undang 
memerintahkan supaya memberi keterangan atas sumpah atau 
mengadakan kitab hukum pada keterangan tersebut, dengan 
sengaja memberi keterangan palsu atas sumpah, dengan lisan 
atau dengan surat, oleh dia sendiri atau oleh wakilnya yang 
ditunjuk untuk itu pada khususnya dipidana dengan pidana 
penjara selama-lamanya tujuh tahun 
2) Kalau keterangan palsu atau sumpah itu diberikan dalam suatu 
perkara pidana dengan merugikan si terdakwa atau si terdakwa, 
maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya sembilan tahun. 
3)  Kesanggupan atau penguatan yang diperintahkan oleh undang-
undang umum atau yang menjadi ganti sumpah disamakan dengan 
sumpah. 
4) Pidana mencabut hak tersebut dalam Pasal 35 no. 1-2 dapat 
dijatuhkan. 
 
                                                          
43Ibid, hlm.174 
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Pemberi keterangan palsu supaya dapat dihukum maka harus 
mengetahui, bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar 
bertentangan dengan kenyataan bahwa ia memberikan keterangan 
palsu ini di bawah sumpah. Oleh karena itu, keterangan itu harus 
diberikan dengan atas sumpah dan diwajibkan olah undang-undang 
atau mempunyai akibat hukum. 44 
Sumpah yang diberikan oleh UU atau oleh UU diadakan akibat 
hukum, contohnya  adalah dalam hal seorang diperiksa dimuka 
pengadilan sebagai saksi, maka saksi tersebut sebelum memberikan 
keterangan harus diambil sumpah akan memberikan keterangan yang 
benar. Penyumpahan ini adalah syarat untuk dapat mempergunakan 
keterangan saksi itu sebagai alat bukti. Jadi, seorang yang 
memberikan keterangan bohong di bawah sumpah dapat dihukum 45 
Apabila seorang saksi dalam pemeriksaan perkara dimuka 
pengadilan tidak memberitahukan hal yang ia ketahui, maka Simons-
Pompe maupun Noyon-Langemeyer berpendapat bahwa hal ini tidak 
merupakan sumpah palsu, kecuali: 
a.Menurut Simon-Pompe, apabila dengan memberikan sesuatu, 
maka hal yang lebih dahulu telah diberitahukan menjadikan tidak 
benar. 
b.Menurut Noyon- Langemeyer, apabila seorang saksi itu 
mengatakan: “saya tidak tahu apa-apa lagi tentang ini”. 46 
                                                          
44R.Soesilo, 1991, hlm 183. 
45Ibid, hlm 183. 
46 Ibid, hlm 176 
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2)  Pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas 
bank 
Obyek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang 
kertas Negara dan kertas bank. Dalam Pasal 244 yang mengancam 
dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara 
barangsiapa membikin secara meniru atau memalsukan uang logam 
atau uang kertas Negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk 
mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai 
uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman yang diancam menandakan 
beratnya sifat tindak pidana ini. 
Tindak pidana uang palsu membentuk dua macam perbuatan, yaitu:  
a. Membikin secara meniru (namaken) 
Meniru uang adalah membuat barang yang menyerupai uang, 
biasanya memakai logam yang lebih murah harganya, akan tetapi 
meskipun memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya, 
dinamakan pula “meniru”. Penipuan dan pemalsuan uang itu harus 
dilakukan dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh 
mengedarkan uang itu sehingga masyarakat menganggap sebagai 
uang asli.47 
                                                          
47Ibid. hlm.1. 
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b.  Memalsukan (vervalschen) 
Memakai uang kertas, perbuatan ini dapat berupa mengubah 
angka yang menunjukkan harga uang menjadi angka yang lebih tinggi 
atau lebih rendah. Selain itu apabila uang kertas asli diberi warna lain, 
sehingga uang kertas asli tadi dikira uang kertas lain yang harganya 
kurang atau lebih. Mengenai uang logam, memalsukan bararti 
mengubah tubuh uang logam itu, atau mengambil sebagian dari logam 
itu dan menggantinya dengan logam lain.48Secara khusus tidak perlu 
diketahui bahwa yang membuat atau memalsukan uang itu memiliki 
tujuan untuk mengedarkan barang-barang itu sebagai uang asli.49 
Dari penjelasan diatas berdasarkan KUHP yang tertera dibawah ini :   
Pasal 244  
Barang siapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas 
Negara atau uang kertas Bank dengan maksud akan 
mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas 
Negara atau auang kertas bank itu serupa dengan yang asli dan 
yang tiada dialsukan, dihukum penjara selamanya lima belas 
tahun (KUHP 4, 642, 165, 519). 
Pasal-Pasal lain: 
a)   Merusak uang logam (muntschennis) dalam KUHP Pasal 246 
diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas 
tahun barangsiapa mengurangi harga uang logam dengan tujuan 
                                                          
48Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia. 2008: 178 
49Ibid, hlm 178- 179 
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untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya 
setelah harganya kurang. 
b)  Mengedarkan uang logam yang rusak diatur dalam KUHP Pasal 
247, diancam hukuman sama dengan Pasal 246. 
Pasal 247  
Barang siapa dengan sengaja mengedarkan serupa mata uang 
yang tidak rusak, mata uang mana ia sendiri telah kurangkan 
harganya atau yang pada waktu diterima kerusakan itu 
diketahuinya atau barang siapa dengan sengaja menyimpan 
atau memasukkan mata uang yang demikian ke Negara 
Indonesia dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh 
manjalankannya serupa mata uang yang tidak rusak, dihukum 
penjara selama-lamanya dua belas tahun.50 
c)  Pasal 249 dikenakan bagi pelaku yang menerima uang palsu 
dengan tidak mengetahui tentang kepalsuan uang itu, dan 
kemudian mengetahui tentang kepalsuannya tetapi tetap 
mengedarkannya dihukum hanya maksimum penjara empat bulan 
karena tidak ada unsur dari Pasal 245 dan 247. 
d)  Membuat atau menyimpan barang-barang atau alat-alat untuk 
memalsukan uang diancam Pasal 250 dengan hukuman enam 
tahun penjara apabila diketahui alat tersebut digunakan untuk 
meniru, memalsu, atau mengurangi harga nilai uang.    
Hukuman tambahan dalam Pasal 250 bisa bagi pelaku 
kejahatan yang termuat dalam buku II KUHP, maka dilakukan 
                                                          
50KUHP 35, 52, 64-2, 165, 252, 260 bis, 486 
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perampasan uang logam atau kertas yang palsu tersebut bukan milik 
yang terhukum.51 
3)    Pemalsuan Cap (merek)  
Dari berbagai tindak pidana pemalsuan, terdapat juga 
pemalsuan cap atau merek dan ini  merupakan salah satu misal tindak 
pidana berat. Tindak pemalsuan cap atau merek dibagi berbagai 
macam: 
a. Pemalsuan cap Negara 
Pasal 254 ke-1 memuat tindak pidana berupa mengecap 
barang-barang itu dengan stempel palsu atau memalsukan cap asli 
yang sudah ada pada barang-barang itu dengan tujuan untuk memakai 
atau menyuruh memakai oleh orang lain barang-barang itu seolah-olah 
cap yang ada pada barang-barang itu adalah asli dan tidak palsu. 
Pasal 254 ke-2 memuat tindak pidana seperti Pasal 253 ke-2, yaitu 
secara melanggar hukum mengecap barang-barang emas atau perak 
tadi dengan stempel yang asli. 
b.  Pemalsuan cap tera (rijksmerk) 
Pasal 255 memuat tindak-tindak pidana seperti Pasal 254, 
tetapi mengenai cap tera yang diwajibkan atau diadakan atas 
permohonan orang-orang yang berkepentingan pada barang-barang 
                                                          
51Wirjono Prodjodikoro,loc.cit, hlm 180-181 
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tertentu, misalnya alat-alat untuk menimbang atau mengukur. 
Hukumannya lebih ringan lagi, yaitu maksimum empat tahun penjara. 
c.   Pemalsuan cap-cap pada barang-barang atau alat-alat 
pembungkus barang-barang itu 
Pasal 256 memuat tindak-tindak pidana seperti Pasal 254, 
tetapi mengenai cap-cap lain daripada cap negara atau cap orang ahli 
atau cap tera yang menurut peraturan undang-undang harus atau 
dapat diadakan pada barang-barang tertentu. Hukumannya 
diringankan lagi sampai maksimum hukuman penjara tiga tahun.52 
4).   Pemalsuan surat 
Pemalsuan dalam suratsurat (valschheid in geschrift). 
Demikianlah judul title XII buku II KUHP. Maka KUHP berturut-turut 
memuat empat title, semua tentang kejahatan terhadap kekuasaan 
umum. Jadi jelaslah bahwa pemalsuan dalam surat-suart dianggap 
lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dengan 
keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat 
daripada bersifat mengenai kepentingan dari individu-individu yang 
mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini. 
Unsur-unsur surat dari peristiwa pidana : 
                                                          
52Ibid  hlm.183-184 
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a. suatu surat yang dapat menghasilkan sesuatu hak sesuatu 
perjanjian utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari 
sesuatu kejadian. 
b. Membikin surat palsu (artinya surat itu sudah dari mulainya 
palsu) atau memalsukan surat (artinya surat itu tadinya 
benar, tetapi kemudian palsu). 
c.Tujuan menggunakan atau digunakan oleh oranglain. 
d. Penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian.  
Pasal263 
1)  Barang siapa membikin surat palsu atau memalsukan surat, 
yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perutangan 
atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang 
dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud 
untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu 
seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau 
pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka 
karena memalsukan surat, dipidana dengan penjara selama-
lamnya enam tahun. 
2)   Dipidana dengan pidana penjara semacam itu juga, barang 
siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang 
dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, 
kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. 
 
5).  Laporan Palsu dan Pengaduan Palsu 
Perbuatan melaporkan atau mengadukan sesuatu tindak pidana 
yang tidak benar-benar terjadi (palsu) dengan jalan disengaja serta 
tidak memandang apa tujuannya. Perbuatan ini misalnya seorang 
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pegawai Firma yang disuruh menyetorkan uang ke Bank tetapi tidak 
disetorkan uang itu & dipergunakan untuk kepentingannya sendiri. 
Untuk menutupi kekurangannya ia lalu pura-pura melaporkan kepada 
polisi, bahwa uang yang disuruh menyetorkan ke Bank itu telah 
ditodong oleh penjahat dijalan. 
Menurut Pasal 45 R I B orang yang menderita peristiwa pidana 
atau yang mengetahui peristiwa pidana berhak melaporkan atau 
memberitahukan hal itu kepada yang berwajib. Dan tindak pidana 
diatas tertera dalam KUHP. 
 Pasal 220  
Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah 
dilakukan orang sesuatu tindak pidana padahal ia tahu, bahwa 
perbuatan itu tidak dilakukan dipidana dengan pidana penjara 
selama-lamanya 1 tahun 4 bulan. 
 
5. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim hanya semata-mata 
berdasarkan keadilan, tidak semata-mata hanya berlandaskan 
petimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan bukti yang ada 
dalam persidangan. Dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim 
harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan  sebagai dasar dalam 
mengambil suatu putusan. 
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Hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan 
dengan dinilai semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan atau 
lisan. Ada yang juga yang mengartikan putusan sama dengan vonis 
tetap. Rumusan-rumusan yang kurang terjadi sebagai akibat dari 
penerjemah ahli Bahasa yang bukan ahli hukum.  
Kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyain arti bahwa 
kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak-pihak dan 
kekuasaan negara kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 
Disparitas sering ditimbulkan akibat dari kebebasan yang dimiliki oleh 
hakim adalah menjatuhkan putusan. Disparitas pidana yang terjadi 
dalam pengambilan putusan dikarenakan salah satu sebabnya adalah 
hakim di Indonesia tidak terikat dengan yurisprudensi. 
Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa segala putusan pengadilan 
selain harus memuat alasan dan dasar putusan serta juga harus 
memuat pula Pasal peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan  dasar untuk 
mengadili. Oleh  karena itu hakim harus  mempunyai pertimbangan-
pertimbangan yang berhubungan dengan terdakwa agar hakim  bisa 
mengambil suatu alsan  dan dasar putusan. 
Pasal 51 dalm Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana yang baru menyebutkan bahwa faktor-faktor yang harus 
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dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan adalah  
kesalahan terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara 
melakukan tindak pidana dan lain-lainnya. 
Setelah pembacaan putusan pengadilan (hakim), apabila 
terdakwa atau penasihat hukum dan penuntut umum tidak mengajukan 
upaya  hukum atas putusan pengadilan (hakim) tersebut, maka 
putusan pengadilan (hakim) telah berkekuatan hukum yang tetap, 
maka putusan pengadilan (hakim) yang telah berkekuatan hukm yang 
tetap harus segera dilaksanakan (eksekusi), dengan pelaksanaan 
sebagaimana menurut Pasal 36 UU. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan 
kehakiman.53 
Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah 
diatur dalam Pasal 184 ayat (1) adalah sebagai berikut: 
a. Keterangan saksi  
keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam 
Pasal 184 KUHAP. Pada umumnya tidak ada perkra pidana yang 
luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Saksi adalah orang 
yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 
penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia 
dengar sendiri, dan ia alami sendiri. 
b. Keterangan ahli 
                                                          
53Andi Sofyan, 2014, Hukum Acara Pidana,Prenadamedia Group,Jakarta, hlm 353. 
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Keterangan ahli juga merupakan salah satu bukti yang sah 
menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menerangkan bahwa 
keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang 
pengadilan. 
c. Surat 
Surat menurut Asser-Anema adalah suatu yang mengandung 
tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk 
mengeluarkan isi pikiran. 
d. Petunjuk  
Dalam KUHAP, alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam Pasal 
188, petunjuk adalah kejadian atau keadaan, yang karena perseuaian 
baik antara satu dengan yang lain  Maupun dengan tindak pidana itu 
sendiri. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Penelitian ini bersifat normatif dengan melakukan pendekatan 
yuridis. Pendekatan yuridis pada hakikatnya  menunjuk pada suatu 
ketentuan, yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang 
khusus, yaitu ilmu hukum dogmatik. Jadi tinjauan yuridis secara 
terminology dapat diartikan sebagai analisis terhadap suatu permasalahan 
denagn menggunakan pendekatan normatif. Berdasarkan perundang-
undangan yang berlaku. 
A. Lokasi Penelitan 
Lokasi penelitian yang dimaksud  adalah suatu tempat atau wilayah  
dimana penelitian tersebut akan  dilaksanakan. Berdasarkan judul 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tndak Pidana Mengedarkan Meterai Palsu di 
Kota Makassar (Studi Kasus Putusan putusan 
No.1682/Pid.B/2015/PN.Mks)”. Maka penulis memilih lokasi penelitian di 
Makassar, tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar sebaga instansi yang 
telah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana 
pemalsuan meterai  tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa pada 
instansi tersebut tersedia cukup (data sekunder) untuk menjawab rumusan 
masalah yang diteliti oleh penulis. 
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B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data dibutuhkan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer merupakan  bahan hukum yang mengikat  
atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-
undangan dan putusan hakim.Bahan hukum primer yang penulis gunakan 
dalam penulisan ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan delik 
pemalsuan Meterai. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak 
mengikat tapi  menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang 
merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang 
mempelajari suatu bidang tertentu  secara khusus yang akan memberikan  
petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan 
sekunder dissini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada didalam 
buku dan jurnal hukum. 
c. Bahan hukum Tersier 
Bahan hukum tersier adalah  bahan hukum yang mendukung  
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan 
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pemahaman dan pengertian  atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum 
yang dipergunakan adalah kamus hukum. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder maupun bahan hukum tersier, maka penulis menggunakan cara-
cara pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Penelitian kepustakaan (library research) 
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari  sebagai data yang 
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti berupa buku dan literatur-
literatur yang berkaitan dengan penelitian. Disamping itu data juga yang  
diambil penulis  ada yang berasal dari dokumen-dokumen  penting 
maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Penelitian lapangan (field research) 
Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis 
menggunakan dua acara yaitu: 
a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab 
yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini 
adalah Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani 
kasus tersebut. 
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b. Studi dokumen yaitu mempelajari dokumen-dokumen dalam 
perkara tersebut, seperti Berita Acara Pemeriksaan, Surat 
Dakwaan, Barang Bukti, Putusan Hakim, dan lain-lain. 
D. Analisi Data 
Data  yang diperoleh dan dikumpulkan baik bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, maka data tersebut diolah 
terlebih dahulu, dianalisis  secara kualitatif, selanjutnya disajikan dengan 
cara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan 
menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan 
erat dengan penulisan ini. Dari hasil analisis tersebut, akan diperoleh 
kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan. 
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    BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam Putusan Perkara Nomor 
1682/Pid. B/2015/PN.Mks 
Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya, terdiri atas 
hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Sebelum membahas  
mengenai penerapan hukum pidana materiil  dalam kasus yang diteliti, 
maka terlebih dahulu  penulis akan menguraikan hal-hal yang berkaitan 
hukum pidana materiil. Terkait dengan hal itu. Tirtamidjaja menyatakan: 
“Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan 
pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat  pelanggar pidana untuk 
dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat 
menetapkan hukum atas pelanggaran pidana”54 
Kemudian J.M Van Bemmelen mengemukakan sebagai berikut: 
“Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-
turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan 
pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu”55 
Pada hakikatnya , hukum pidana materiil berisi larangan atau 
perintah yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum 
pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur  cara menegakkan 
hukum pidana materiil.  
                                                          
54 Ledeng Marpaung, 2009, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta, sinar Grafika, hlm 2. 
55 Amir Ilyas, op cit, hlm 9. 
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Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan 
membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dalam persidangan  dan memegang  teguh pada surat dakwaan yang 
dirumuskan oleh penuntut umum. Oleh karena itu penulis terlebih dahulu 
membahas mengenai uraian posisi kasus dalam putusan pengadilan 
Negeri Makassar Nomor:1682/Pid.B/2015/PN.Mks adalah sebagai berikut: 
1. Posisi Kasus 
Terdakwa ABDI NASSAR, pada hari jumat tanggal 28 Agustus 
2015 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu 
tahun 2015 bertempat dijalan Bau Mangga II No 8 Kota Makassar atau 
Setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan 
Negeri Makassar  dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, 
menyerahkan, menyediakan untuk di jual atau memasukkan ke Negara  
Indonesia meterai, tanda atau merek palsu, yang di palsukan atau dibuat 
dengan melawan hak-hak atau barang-barang yang ditaruh meterai tanda 
atau merek itu dengan  melawan hak seolah-olah meterai tanda atau 
merek itu asli tidak dipalsukan dan tidak dibuat dengan melawan hukum . 
Terdakwa ABDI NASSAR membeli Meterai 6000 palsu dari Lk. 
AMRAN di jalan Veteran Selatan Lrg 1 Stapak 1 Kel. Bontolebang Kec. 
Mamajang Kota Makassar dengan harga meterai 6000 palsu sebesar Rp. 
110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) perpapan, kemudian terdakwa 
ABDI NASSAR  menjual kembali meterai  6000 palsu tersebut kepada Lk 
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BASHAR yang beralamatkan di BTN Minasaupa Blok AB 10 No. 1 Kota 
Makassar, kemudian terdakwa menjual dengan harga sebesar 
Rp.135.000,-  (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) perpapan yang mana isi 
meterai 6000 dalam 1 papan berisi 50 (lima puluh) lembar meterai 6000, 
kemudian terdakwa ABDI NASSAR memulai membeli meterai 6000 palsu 
dari Lk. AMRAN sekitar pertengahan tahun 2014 sampai bulan agustus  
tahun 2015. Terdakwa setiap bulannya membeli meterai 6000 palsu dari 
Lk AMRAN sebanyak 40 (empat puluh) terkadang tidak menentu sesuai 
dengan permintaan LK. BASHAR. 
Kejadian tersebut berawal dari laporan informasi bahwa Toko DM 
milik Lk. H. DAMRA menjual meterai 6.000 dan pemilik tokoDM yakni 
Lk.H. DAMRA tidak pernah membeli meterai 6.000 di Kantor Pos 
Indonesia, namun masih tetap menjual meterai 6.000, dan meterai 6000 
yang dijual ditoko DM milik Lk. H. DAMRA ada perbedaan signifikan 
dengan meterai yang dijual di kantor Pos Indonesia yakni perbedan pada 
warna meterai dan perbedaan pada posisi hologram meterai, Lk, H. 
DAMRA mendapatkan meterai 6.000  atau dibeli dari seseorang yang 
bernama Lk. BASHAR yang bertempat tinggal di Makassar. Lk. BASHAR 
telah menjual meterai 6000 palsu kepada SADDAM SJARIF alias Lk. 
ADAM BIN SJARIFUDDIN. Dan meterai 6000 tersebut didapat dari 
seseorang yang bernama Lk.ABDI NASSAR.Lk.ABDI NASSAR 
menjelaskan bahwa meterai 6000 palsu  Kec. Sajoanging Kab. 
Wajodidapatkan dari Lk. AMRAN yang berlamatkan di Veteran Selatan Lr. 
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I No.5 Kec. Bonto Lebang Kec. Mamajang Kodya Makassar. Lk.AMRAN  
mendapatkan meterai dari Lk. BUDIYAMIN yang beralamatkan di Desa 
Sakkoli. Lk. BUDIYAMIN mendapatkan dari seseorang yang bernama Lk. 
NANDO yang berada di Jakarta. 
2. Dakwaan  Jaksa Penuntut Umum 
Bahwa terdakwa ABDI NASSAR pada hari jumat tanggal 28 
Agustus 2015 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu 
waktu pada tahun 2015 bertempat di Jln. Bau Mangga II No. 8 Makassar 
atau setida-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan 
Negeri Makassar dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, 
menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau memasukkan ke kas negara 
Indonesia meterai, tanda atau merek palsu, yang dipalsukan atau yang 
dibuat dengan melawan hak atau barang-barang  yang ditaruh meterai 
tanda atau merek iitu asli tidak dipalsukan dan tidak dibuat dengan 
melawan hak tau tidak melawan hak ditaruhkan pada barang itu yang 
dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: 
- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekitar pukul 
22.00 wita bertempat di Jl. Bau Mangga II No 8 Kota Makassar  
Terdakwa Abdi Nassar  ditangkap karena ditemukan menyediakan 
30 papan meterai 6000 palsu yang akan dijual kepada Lk. Bashar 
seharga Rp. 134.000,- (seratustiga puluh empat ribu rupiah) 
perpapan yang dilakukan dengan cara terdakwa menjual 
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menawarkan meterai 6000 palsu tersebut kepada Lk.Bashar yang 
mana Lk. Bashar  biasanya datang kerumah  terdakwa dijalan Bau 
Mangga  II No.8 Kota Makassar atau Terdakwa Abdi Nassar 
membawa meterai 6000 palsu  untuk diserahkan ke Lk. Bashar 
didekat Hotel Clarion oleh terdakwa dijual seharga Rp. 134.000,- 
perpapan. 
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan 
meterai tersebut dari Lk. Amran dengan cara membeli seharga 
Rp.110.000,- perpapan 
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 
30 papan meterai 6000 yang terdiri dari 50 lembar perpapan yang 
secara fisik  memiliki perbedaan dari segi warna  meterai  dan 
perbedaan hologram meterai. 
- Berdasarkan  Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris  Forensik 
Kriminalistik Cabang Makassar No Lab. 2592/DCF/X/2015 tanggal 
7 Oktober 2015 disimpulkan bahwa: 
  3150 (tiga ribu seratus lima puluh) keping meterai tempel 6000 
bukti sebagaimana tersebut dalam Bab I A diatas adalah non 
identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan 
pembanding dan diperoleh hasil sebagai berikut: 
 
No URAIAN BARANG BUKTI BARANG PEMBANDING 
1 Kertas  Terbuat dari  bahan Terbuat dari bahan kertas 
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kertas biasa dan 
memendar dibawah 
sinar Ultra Violet 
khusus dan dengan sinar 
Ultra Violet tidak memendar 
2 Color Shifting 
(tinta berubah 
warna) 
Tidak berubah warna 
apabila dilihat dari 
sudut pandang 
tertentu 
Berubah warna dari 
magenta menjadi hijau 
apabila dilihat dari sudut 
pandang tertetu 
3 Hologram Tidak menimbulkan 
efek tiga dimensi 
Holographic yang sangat 
kontras dan hidup serta 
menimbulkan efek tiga 
dimensi 
4 Micro 
text (tulisan 
berukuran 
kecil) 
Tidak jelas Terdapat tulisan “Ditjen 
Pajak…” 
5 Visible silk 
fiber dilihat 
dengan sinar 
UV 
Tidak ada Serat-serat pendek 
berwarna biru dan orange 
serta memendar dibawah 
sinar UV 
6 Lubang 
perforasi, 
bintang dan 
oval 
Tidak rapi Rapi 
7 Teknik cetak Digital printing (cetak  
printer) 
Intaglio (cetak dalam) 
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…Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam  pidana sesuai 
Pasal  Pasal 257 KUHP Jo Pasal 253 KUHP. 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Tuntutan Hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 
26 Januari 2016, Nomor. Reg. Perkara PDM 102/Mks/Ep.2/10/2015, yang 
pada pokoknya berpendapat bahwa  Terdakwa ABDI NASSAR telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
mengedarkan meterai palsu sebagaimana diatur dalam dakwaan 
alternatif, sehingga pada akhir tuntutan pidananya menuntut agar Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa mengadili perkara ini 
memutuskan: 
1. Menyatakan Terdakwa ABDI NASSAR tersebut diatas, terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Mengedarkan Meterai Palsu”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani 
oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis 
penahanan Rumah Tahanan Negara; 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
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- 30 (tiga puluh) papan meterai 6000, dalam satu papannya masing-
masing berisi 50 (lima puluh) lembar meterai 6000, dirampas untuk 
dimusnahkan; 
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara 
sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah). 
 
4. Amar Putusan 
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan  dalam 
persidangan ini, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana 
terurai dalam amar putusan dibawah ini: 
Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim; 
Mengingat Pasal 257 KUHP Jo. Pasal 253 KUHP, dan ketentuan-
ketentuan Undang-Undang lain yang berhubungan dengan perkara ini 
M E N G A D I L I 
1. Menyatakan Terdakwa ABDI NASSAR tersebut diatas, terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Mengedarkan Meterai Palsu”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani 
oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
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4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis 
penahanan Rumah Tahanan Negara; 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
- 30 (tiga puluh) papan meterai 6000, dalam satu papannya masing-
masing berisi 50 (lima puluh) lembar meterai 6000, dirampas untuk 
dimusnahkan; 
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara 
sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah). 
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim 
pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016. Oleh kami MUHAMMAD 
DAMIS, SH.,MH selaku Hakim Ketua, IMAM SUPRIYADI dan IG. EKO 
PURWANTO, SH.,MHum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, 
putusan tersebut  diucapkan dalam persidangan  yang terbuka untuk 
umum, pada itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh 
MUHAMMAD ILYAS, SH.,MH panitera pengganti pada pengadilan Negeri 
tersebut, dihadiri oleh A. HARIANI GALI, SH.,MH Penuntut Umum pada 
Kejaksaan Negeri Makassar dan dihadiri pula oleh Terdakwa;  
 
5. Analisis Penulis 
Tindak pidana pemalsuan meterai pada umumnya berupa 
pemalsuan dalam bentuk pokok yang dimuat dalam Pasal 253 KUHP dan 
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mengedarkannya yang dimuat dalam Pasal 257 KUHP, Yang dirumuskan 
sebagai berikut: 
Pasal 253 
“barangsiapa meniru atau memalsukan meterai yang dikeluarkan oleh 
pemerintah Indonesia atau meniru atau memalsukan tanda tangan, yang 
perlu untuk mensahkan meterai itu, dengan maksud akan menggunakan 
atau menyuruh orang lain menggunakan meterai sebagai meterai asli dan 
tidak dipalsukan atau serupa dengan meterai yang sah”. 
Pasal 257 
“barangsiapa sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, 
menyediakan untuk dijual dan dimasukkan ke negara Indonesia meterai, 
tanda atau merek palsu, yang dipalsukan atau yangdibuat dengan 
melawan hak, atau barang-barang yang ditaruh meterai tanda atau merek 
itu dengan melawan hak, seolah-olah meterai tanda atau merek itu asli 
tidak dipalsukan  dan tidak dibuat dengan melawan hak ditaruhkan pada 
barang itu, dihukum dengan hukuman yang sama”. 
Untuk mencapai kebenaran materiil yaitu kebenaran selengkap-
lengkapnya pada putusan perkara No.1682/Pid.B/2015/PN.Mks., Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani perkara ini telah 
meneliti secara cermat dan seksama semua perbuatan, kejadian atau 
keadaan-keadaan yang berlangsung selama persidangan, fakta-fakta 
yang digali dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan 
para terdakwa sampai pada barang bukti sehingga diperoleh keyakinan 
bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang didakwakan.  
Berdasarkan fakta-fakta , baik yang berasal dari keterangan saksi-
saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta didukung dengan 
adanya barang bukti, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Berdasarkan keterangan terdakwa dalam setiap papannya meterai 
6000 palsu tersebut terdakwa dibeli dari Lk. AMRAN seharga Rp. 
110.000,- (seratu sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa jual 
kembali kepada Lk. BASHAR  sebesar Rp. 134.000,- (seratus tiga 
puluh empat ribu rupiah) dalam setiap papannya, sehingga dalam 
setiap papannya terdakwa mendapat keuntungan Rp.24.000,-  (dua 
puluh empat ribu rupiah). 
2. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli 
meterai 6.000 palsu dari Lk. AMRAN secara kontan atau dibeli 
langsung, kemudianterdakwa jual kembalikepada Lk. BASHAR 
secara kontan juga, akan tetapi biasanya sebagian meterai tersebut 
terdakwa simpan dirumah untuk dijual dengan cara diecer kepada 
orang-orang tertentu yang sudah dikenal dan tahu jika terdakwa 
jual beli meterai 6000. 
3. Berdasarkan keterangan terdakwa ABDI NASSAR bahwa sehingga 
ketika itu pada diri terdakwa oleh Polisi ditemukan 30 papan atau 
1.500 lembar meterai 6000 palsu karena meterai itu akan terdakwa 
jual kepada Lk. BASHAR, akan tetapi ternyata Lk. BASHAR saat itu 
datang bersama dengan polisi, lalu polisi tersebut menangkap dan 
menyita meterai ditangan terdakwa. Bahwa ke 30 papan atau 1.500 
lembar meterai palsu tersebut terdakwa peroleh dengan cara 
terdakwa beli dari Lk. AMRAN sedangkan Lk. AMRAN memperoleh 
meterai palsu tersebut dari Lk. BUDI yang beralamat di Sengkang. 
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4. Berdasarkan keterangan terdakwa melakukan jual beli meterai 
6.000 palsu sudah lebih satu tahun atau hampir dua tahun dan 
terdakwa selalu melakukannya di wilayah makassar yakni biasa 
terdakwa  datang beli dirumahnya Lk. AMRAN dan juga biasa 
dibawakan kerumah terdakwa oleh Lk. AMRAN sedangkan antara 
terdakwa dan Lk. BASHAR biasanya Lk.BASHAR di dekat Hotel 
Clarion Makassar. 
Berdasar pada surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut 
Umum, setelah dilakukan proses pemeriksaan berdasarkan keterangan 
saksi dan barang bukti kemudian Jaksa Penuntut Umum menuntut para 
terdakwa melakukan tindak pidana  mengedarkan meterai palsu  yang 
dilakukan sebagaimna diatur  dalam Pasal 257 KUHP Jo Pasal 253 
KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana tersebut harus terpenuhi 
seluruhnya. 
Adapun unsur –unsur dari Pasal 257 KUHP Jo. Pasal 253 KUHP, 
adalah sebagai berikut: 
1. Barang siapa 
2. Dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, 
menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau 
memasukkan ke Indonesia, meterai, tanda atau merek yang 
tidak asli, dipalsu atau dibikin secara melawan hukum, seolah-
olah meterai, tanda atau merek itu asli, tidak palsu dan tidak 
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dibikin secara melawan hukum, ataupun tidak di bubuhkan 
secara melawan hukum pada benda-benda itu. 
1.  Unsur Barang Siapa 
Yang dimaksud barang siapa disini adalah subyek hukum 
pendukung hak dan kewajiban, baik orang perorangan yang cakap 
melaksanakan perbuatan hukum maupun badan hukum. Dengan 
berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh  dipersidangan berupa keterangan 
saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri, maka 
perkara  ini adalah ABDI NASSAR sebagai pelaku tindak pidana yang 
didakwakan dan terdakwa adalah sebagai manusia yang dapat 
dipertanggung jawabkan perbuatannya. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Unsur “barang 
siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
2. Unsur Dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, 
menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau 
memasukkan ke Indonesia, meterai, tanda atau merek yang tidak 
asli, dipalsu atau dibikin secara melawan hukum, seolah-olah 
meterai, tanda atau merek itu asli, tidak palsu dan tidak dibikin 
secara melawan hukum, ataupun tidak di bubuhkan secara 
melawan hukum pada benda-benda itu. 
Bahwa perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal ini bersifat 
alteranif, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya. 
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Yang dimaksud dengan sengaja disini adalah telah mengetahui dan 
sadar atas perbuatan yang dilakukannya, dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (criminal Wetboek) tahun 1809 dicantumkan “sengaja” 
ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-
perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang. 
Prof. Satochid Kartanegara, SH mengutarakan bahwa yang 
dimaksud dengan opset “Willen En Weten” (diketahui dan dikehendaki) 
adalah seseorang yng melakukan suatu per buatan dengan sengaja harus 
menghendaki (wilen) perbuatan itu serta harus menginsafi, mengerti 
(weten)akan akibat dari perbuatan.56 
Menurut Memori Van Toekchting yang dimaksud dengan 
kesengajaan adalah menghendaki atau meginsafi terjadinya suatu 
tindakan beserta akibatnya artinya seseorang melakukan suatu tindakan 
dengan sengaja harus menghendaki atau menginsafi tindakan tersebut 
dan atau akibatnya ada 3 macam yaitu: 
1. Kesengajaan sebagai Niat. 
2. Kesengajaan sebagai insaf akan kemungkinan. 
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian. 
Berdasarkan pengertian sengaja tersebut diatas yang dihubungkan 
dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan 
keterangan saksi-saksi beserta alat bukti surat serta keterangan terdakwa 
sendiri, maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa pada hari jumat 
tanggal 28 Agustus 2015 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Jl. Bau 
Mangga II No.8 Makassar Terdakwa ABDI NASSAR telah ditangkap oleh 
                                                          
56Ledeng Marpaung,op.cit, hlm 9 
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petugas kepolisian karena ditemukan menyediakan 30 (tiga puluh) papan 
meterai 6000 palsu yang terdakwa  jual kepada Lk. BASHAR Bin BASO.R 
(yang penuntutannya diajukan dalam berkas  terpisah) dengan harga Rp. 
134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) perpapannya dimana 
terdakwa  melakukan transaksi jual beli meterai 6000 palsu tersebut  
dengan cara awalnya terdakwa menawarkan meterai 6000 palsu kepada  
Lk. BASHAR Bin BASO .R kemudian transaksi jual beli meterai tersebut  
biasanya dilakukan terdakwa dan juga kadang terdakwa yang 
mengantarkan sendiri kepada Lk. BASHAR Bin BASO .R, dan  menurut 
pengakuan terdakwa bahwa meterai 6000 palsu tersebut  sebelumnya 
terdakwa beli dari Lk. AMRAN alias BAPAk TIA (yang penuntutannya 
diajukan dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 110.000,- (seratus 
sepuluh ribu rupiah) perpapannya, sehingga terdakwa mendapat 
keuntungan dari penjualan meterai 6000 palsu tersebut sebesar Rp. 
24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) perpapannya, bahwa meterai 6000 
yang terdakwa perjual belikan tersebut secara fisik memiliki perbedaan 
dari segi warna, materil, hologram dengan meterai 6000 yang 
diperjualbelikannnya tersebut adalah meterai palsu atau meterai yang 
dibuat secara melawan hukum. 
Hal tersebut dikuatkan pula dengan adanya alat bukti surat yang 
diajukan di depan persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan 
Laboratoris Kriminalistik pada pusat laboratorium Forensik Polri Cabang 
Makassar No. Lab:2592/DCF/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015  yang 
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dibuat dan ditanda tangani  oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, selaku 
An. Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada 
pokoknya menyimpulkan  bahwa barang bukti berupa: 
- 3150 (tiga ribu seratus lima puluh) keping meterai tempel 6000 
terdiri dari: 1650 (seribu enam ratus lima puluh) keping meterai 
tempel 6000 disita dari Lk. AMRAN dan 1500 (seribu lima ratus) 
keping meterai tempel 6000 disita dari Lk. ABDI NASSAR, bukti 
sebagaimana tersebut dalam Bab I.A adalah Non Identik atau 
merupakan hasil produk  cetak yang berbeda dengan pembanding. 
Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah bukti  
secara sah menurut hukum. 
Bahwa dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam analisa 
hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa 
telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan 
tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 257 KUHP Jo. Pasal 253 
KUHP. 
 Selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat 
dipersalahkan dan jatuhi pidana atas perbuatannya tersebut perlu ditinjau 
tentang pertanggungjawaban pidananya apakah ada alasan-alasan yang  
menyebabkan terdakwa tidak dapat dipidana. 
 Bahwa sepanjang pemeriksaan terdakwa  dimuka persidangan ini, 
tidak ditemukan adanya alasan pembenar, alasan pemaaf, maupun 
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alasan penghapusan penuntutan sehingga perbuatan terdakwa tersebut 
sebagaimana didakwakan kepadanya   dapat dipertanggung jawabkan 
dan dapat dipersalahkan melanggar Pasal 257 Jo. Pasal 253 KUHP. 
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 
PerkaraNomor : 1682/Pid.B/2015/PN.Mks. 
 
1. Petimbangan Hukum Hakim Dalam menjatuhkan 
PutusanNomor : 1682/Pid.B/2015/PN.Mks.  
Pertimbangan hukum sangat diperlukan oleh Hakim dalam 
menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dalam mengambil keputusan 
hakim hendaknya lebih mempertimbangkan dengan penuh ketelitian, 
kecermatan, serta penguasaan yang mendalam tentang uraian kasus 
posisinya karena putusan hakim merupakan mahkota dan puncak 
pencerminan nilai-nilai keadilan, dan kebenaran yang hakiki, hak asasi 
penguasaan hukum, faktual, visualisasi, etika serta moralitas Hakim yang 
bersangkutan. Untuk itu Hakim dituntut melakukan kegiatan menelaah 
terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajuk kepadanya 
dengan melihat bukti –bukti yang ada dan disertai dengan keyakinannya, 
setelah itu mempertimbangkan  dan memberikan penilaian atas peristiwa  
yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku kemudian 
memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu hukum 
terhadap peristiwa itu. 
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Pada prinsipnya, pertimbangan Hakim selalu mengacu pada fakta 
dan keadaan beserta alat pembuktiannya yang diperoleh dari 
pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam penjelasan pasa; 197 ayat (1) 
huruf d KUHAP yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan” ialah segala 
apa yang ada dan segala apa yang ditemukan  oleh pihak dalam proses, 
antara lain penuntut umum, saksi  ahli, terdakwa, dan penasehat hukum. 
Sementara yang dimaksud dengan alat bukti  menurut 184 ayat (1) 
KUHAP yakni keterangan saksi,keterangan ahli, surat, petunjuk, dan 
keterangan terdakwa. Terhadap yang kasus yang penulis teliti, majelis 
hakim yang menangani perkara ini mempunyai pertimbangan sebagai 
berikut: 
Menimbang, bahwa untuk memberikan kebenaran dari surat 
dakwaannya tersebut dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 
30 (tiga puluh) papan meterai 6000, dalam satu papannya masing-masing 
berisi 50 (lima puluh) lembar meterai 6000, yang dirampas untuk di 
musnahkan. 
Menimbang, bahwa selain barang bukti  tersebut diatas, 
dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah 
yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut: 
1. Keterangan saksi-saksi 
1.1 saksi BUDI ADI, SH (polisi), dibawah sumpah yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
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 Bahwa benar saksi mengerti sehingga dimintai keterangan 
sehubungan dengan adanya saksi  bersama anggota yang telah 
menangkap trdakwa ABDI NASSAR bersama Lk. BASHAR, Lk. 
AMRAN serta Lk. BUDIYAMIN karena telah dengan sengaja 
menjual, menawarkan, menyerahkan dan menyediakan meterai 
6000 palsu. 
 Bahwa benar adapun sebabnya sehingga terdakwa berteman 
telah ditangkap adalah berawal dari adanya laporan informasi 
bahwa di Toko DM milik Lk. H. DAMRA  yang menjual meterai 
6000 dan pemilik tersebut tidak pernah membeli meterai di 
kantor pos Indonesia  namun masih tetap menjual  meterai 6000  
dan meterai yang dijual di toko  tersebut ada perbedaan yang 
signifikan  dengan meterai yang dijual  kantor pos Indonesia  
yakni perbedaan pada warna meterai  dan perbedaan posisi 
hologram meterai, kemudian pada hari sabtu tanggal 22 agustus 
2015 sekitar jam 14.00 wita Lk. SADDAM  SJARIF alias ADAM 
ditangkap oleh petugas kepolisian saat sedang bertransaksi jual 
beli  meterai 6000 dengan Lk. H. DAMRA di Jl. Jend. Sudirman 
Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman tepatnya di Toko 
DM Milik SADDAM SJARIF alias ADAM dan setelah diinterogasi 
kemudian Lk SADDAM SJARIF alias ADAM  mengakui bahwa 
meterai 6000 yang dijualnya kepada Lk. H. DAMRA  tersebut 
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sebelumnya diperolehnya dari Lk. BASHAR yang bertempat 
tinggal di Makassar; 
 Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut kemudian pada 
hari jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekitar jam 21.00 wita 
bertempat Lk. BASHAR  ditangkap di Jl. A.P. Pettarani 
Makassar, dan setelah diinterogasi kemudian Lk. BASHAR 
mengakui bahwa telah menjual meterai 6000 palsu kepada Lk. 
SADDAM SJARIF alias ADAM dimana meterai yang dijualnya 
tersebut sebelumnya ia peroleh dari terdakwa ABDI NASSAR; 
 Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut kemudian pada 
hari jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekitar jam 22.00 wita 
terdakwa ABDI NASSAR ditangkap dirumahnya di Jl. Bau 
Mangga II No. 8 Makassar dan pada saat penangkapan tersebut 
ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) papan meterai 
6000 milik terdakwa, dan setelah diinterogasi kemudian 
terdakwa ABDI NASSAR mengaku bahwa terdakwa telah 
menjual meterai 6000 palsu kepada Lk. BASHAR dan menurut 
pengakuan terdakwa bahwa meterai 6000 palsu tersebut 
sebelumnya terdakwa peroleh dari Lk. AMRAN yang beralamat 
di Jl. Veteran Selatan lr.1 No.5 kel. Bonto Lebang Kec. 
Mamajang Makassar; 
 Bahwa benar informasi tersebut kemudian pada hari sabtu 
tanggal 29 Agustus 2015 sekitar jam 07.00 wita Lk. AMRAN 
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ditangkap di Jl. Boulevard Makassar dan dirumah Lk. AMRAN 
ditemukan meterai 6000 palsu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) 
papan dan setelah diinterogasi  kemudian Lk. AMRAN 
mengakui bahwa benar telah menjual meterai 6000 palsu 
tersebut diperolehnya dari Lk. BUDIYAMIN yang beralamat di 
Desa Sakkoli Kec. Sajoanging Kab. Wajo; 
 Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut kemudian pada 
hari minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar jam 01.00 wita 
dilakukan penangkapan terhadap Lk. BUDIYAMIN dan setelah 
diinterogasi  kemudian Lk. BUDIYAMIN mengakui bahwa 
meterai 6000  yang dijualnya kepada Lk. AMRAN tersebut 
adalah meterai 6000 palsu yang sebelumnya Lk. BUDIYAMIN 
peroleh dari seseorang yang bernama Lk. NANDO yang 
beralamat di Jakarta TIMUR; 
 Bahwa benar menurut pengakuan Lk. SADDAM  SJARIF alias 
SADDAM bahwa ia memperoleh meterai 6000 palsu tersebut  
dengan cara membeli dari Lk. BASHAR dimana Lk. BASHAR 
mengirimkan meterai 6000 palsu kepada Lk.SADDAM SJARIF 
alias SADDAM  melalui jasa pengiriman mobil angkutan umum 
Bintang Prima yang dibayar dengan cara transfer ke rekening 
milik Lk. BASHAR dan juga terkadang Lk. SADDAM SJARIF 
alias SADDAM dating langsung membeli kepada Lk. BASHAR 
di kota Makassar; 
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 Bahwa benar menurut pengakuan Lk.BASHAR bahwa ia mulai  
menjual meterai 6000 palsu tersebut sejak tahun 2013 dengan 
cara dijual dibeberapa toko tempat fotocopy  yang ada di kota 
Makassar dan juga ia menjualnya kepada Lk. SADDAM  
SJARIF alias SADDAM dan menurut pengakuannya  bahwa 
meterai 6000 palsu tersebut diperolehnya dari terdakwa ABDI 
NASSAR; 
 Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa ABDI NASSAR 
bahwa ia mulai menjual meterai 6000  palsu sejak tahun 2013 
dengan cara dijual dibeberapa toko tempat fotocopy  yang ada 
dikota makassar  dan juga ia jual kepada Lk. BASHAR dan 
menurutnya meterai 6000  palsu tersebut diperolehnya dari Lk. 
AMRAN dengan cara dibelinya secara langsung di kota 
Makassar; 
 Bahwa benar menurut pengakuan Lk. AMRAN bahwa ia mulai 
menjual meterai 6000 palsu sejak tahun 2014 dengan cara 
dijual langsung kepada terdakwa ABDI NASSAR dengan 
pembayaran tunai, dan meterai 6000 palsu tersebut 
diperolehnya dri Lk. BUDIYAMIN dengan cara meterai 6000 
palsu tersebut dikirim melalui mobil panther angkutan umum 
rute Palopo-Makassar dan terkadang dikirim langsung dari 
Jakarta dan pembayarannya secara transfer ke rekening milik 
Lk. BUDIYAMIN; 
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 Bahwa benar menurut pengakuan Lk. BUDIYAMIN bahwa ia 
mulai menjual meterai 6000 palsu tersebut kepada Lk. AMRAN 
sejak tahun 2013 dengan cara dikirim dari Kab. Wajo melalui 
mobil panther angkutan umum rute Palopo-Makassar dan 
terkadang dikirim langsung dari Jakarta yang pembayarannya 
harga meterai secara transfer; 
 Bahwa benar terdakwa mengetahui dari awal kalau meterai 
6000 yang dijualnya tersebut adalah palsu dengan maksud 
mencari keuntungan dari usaha menjual meterai 6000 palsu 
tersebut; 
 Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan; 
 Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP. 
1.2 Saksi NURDIN (Polisi), dibawah sumpah yang pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
 Bahwa benar saksi mengerti sehingga dimintai keterangnya 
sehubungan dengan adanya saksi bersama anggita telah 
menangkap terdakwa ABDI NASSAR bersama Lk. BASHAR, 
Lk. AMRAN,Lk. BUDIYAMIN karena telah dengan sengaja 
menjual, menawarkan, menyerahkan dan menyediakan meterai 
6000 palsu; 
 Bahwa benar adapun sebabnya sehingga terdakwa berteman 
telah ditangkap adalah berawal dari adanya laporan informasi 
bahwa di Toko DM milik Lk. H. DAMRA  yang menjual meterai 
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6000 dan pemilik tersebut tidak pernah membeli meterai di 
kantor pos Indonesia  namun masih tetap menjual  meterai 6000  
dan meterai yang dijual di toko  tersebut ada perbedaan yang 
signifikan  dengan meterai yang dijual  kantor pos Indonesia  
yakni perbedaan pada warna meterai  dan perbedaan posisi 
hologram meterai, kemudian pada hari sabtu tanggal 22 agustus 
2015 sekitar jam 14.00 wita Lk. SADDAM  SJARIF alias ADAM 
ditangkap oleh petugas kepolisian saat sedang bertransaksi jual 
beli  meterai 6000 dengan Lk. H. DAMRA di Jl. Jend. Sudirman 
Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman tepatnya di Toko 
DM Milik SADDAM SJARIF alias ADAM dan setelah diinterogasi 
kemudian Lk SADDAM SJARIF alias ADAM  mengakui bahwa 
meterai 6000 yang dijualnya kepada Lk. H. DAMRA  tersebut 
sebelumnya diperolehnya dari Lk. BASHAR yang bertempat 
tinggal di Makassar; 
 Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut kemudian pada 
hari jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekitar jam 21.00 wita 
bertempat Lk. BASHAR  ditangkap di Jl. A.P. Pettarani 
Makassar, dan setelah diinterogasi kemudian Lk. BASHAR 
mengakui bahwa telah menjual meterai 6000 palsu kepada Lk. 
SADDAM SJARIF alias ADAM dimana meterai yang dijualnya 
tersebut sebelumnya ia peroleh dari terdakwa ABDI NASSAR; 
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 Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut kemudian pada 
hari jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekitar jam 22.00 wita 
terdakwa ABDI NASSAR ditangkap dirumahnya di Jl. Bau 
Mangga II No. 8 Makassar dan pada saat penangkapan tersebut 
ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) papan meterai 
6000 milik terdakwa, dan setelah diinterogasi kemudian 
terdakwa ABDI NASSAR mengaku bahwa terdakwa telah 
menjual meterai 6000 palsu kepada Lk. BASHAR dan menurut 
pengakuan terdakwa bahwa meterai 6000 palsu tersebut 
sebelumnya terdakwa peroleh dari Lk. AMRAN yang beralamat 
di Jl. Veteran Selatan lr.1 No.5 kel. Bonto Lebang Kec. 
Mamajang Makassar; 
 Bahwa benar informasi tersebut kemudian pada hari sabtu 
tanggal 29 Agustus 2015 sekitar jam 07.00 wita Lk. AMRAN 
ditangkap di Jl. Boulevard Makassar dan dirumah Lk. AMRAN 
ditemukan meterai 6000 palsu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) 
papan dan setelah diinterogasi  kemudian Lk. AMRAN mengaki 
bahwa benar telah menjual meterai 6000 palsu tersebut 
diperolehnya dari Lk. BDIYAMIN yang beralamat di Desa 
Sakkoli Kec. Sajoanging Kab. Wajo; 
 Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut kemudian pada 
hari minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar jam 01.00 wita 
dilakukan penangkapan terhadap Lk. BUDIYAMIN dan setelah 
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diinterogasi  kemudian Lk. BUDIYAMIN mengakui bahwa 
meterai 6000  yang dijualnya kepada Lk. AMRAN tersebut 
adalah meterai 6000 palsu yang sebelumnya Lk. BUDIYAMIN 
peroleh dari seseorang yang bernama Lk. NANDO yang 
beralamat di Jakarta TIMUR; 
 Bahwa benar menurut pengakuan Lk. SADDAM  SJARIF alias 
SADDAM bahwa ia memperoleh meterai 6000 palsu tersebut  
dengan cara membeli dari Lk. BASHAR dimana Lk. BASHAR 
mengirimkan meterai 6000 palsu kepada Lk.SADDAM SJARIF 
alias SADDAM  melalui jasa pengiriman mobil angkutan umum 
Bintang Prima yang dibayar dengan cara transfer ke rekening 
milik Lk. BASHAR dan juga terkadang Lk. SADDAM SJARIF 
alias SADDAM datang langsung membeli kepada Lk. BASHAR 
di kota Makassar; 
 Bahwa benar menurut pengakuan Lk.BASHAR bahwa ia mulai  
menjual meterai 6000 palsu tersebut sejak tahun 2013 dengan 
cara dijual dibeberapa toko tempat fotocopy  yang ada di kota 
Makassar dan juga ia menjualnya kepada Lk. SADDAM  
SJARIF alias SADDAM dan menurut pengakuannya  bahwa 
meterai 6000 palsu tersebut diperolehnya dari terdakwa ABDI 
NASSAR; 
 Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa ABDI NASSAR 
bahwa ia mulai menjual meterai 6000  palsu sejak tahun 2013 
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dengan cara dijual dibeberapa toko tempat fotocopy  yang ada 
dikota Makassar  dan juga ia jual kepada Lk. BASHAR dan 
menurutnya meterai 6000  palsu tersebut diperolehnya dari Lk. 
AMRAN dengan cara dibelinya secara langsung di kota 
Makassar; 
 Bahwa benar menurut pengakuan Lk. AMRAN bahwa ia mulai 
menjual meterai 6000 palsu sejak tahun 2014 dengan cara 
dijual langsung kepada terdakwa ABDI NASSAR dengan 
pembayaran tunai, dan meterai 6000 palsu tersebut 
diperolehnya dri Lk. BUDIYAMIN dengan cara meterai 6000 
palsu tersebut dikirim melalui mobil panther angkutan umum 
rute Palopo-Makassar dan terkadang dikirim langsung dari 
Jakarta dan pembayarannya secara transfer ke rekening milik 
Lk. BUDIYAMIN; 
 Bahwa benar menurut pengakuan Lk. BUDIYAMIN bahwa ia 
mulai menjual meterai 6000 palsu tersebut kepada Lk. AMRAN 
sejak tahun 2013 dengan cara dikirim dari Kab. Wajo melalui 
mobil panther angkutan umum rute Palopo-Makassar dan 
terkadang dikirim langsung dari Jakarta yang pembayarannya 
harga meterai secara transfer; 
 Bahwa benar terdakwa mengetahui dari awal kalau meterai 
6000yang dijualnya tersebut adalah palsu dengan maksud 
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mencari keuntungan dari usaha menjual meterai 6000 palsu 
tersebut; 
 Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan; 
 Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP. 
1.3 Saksi BUDIYAMIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
 Bahwa benar saksi mengerti sehingga diperiksa selaku saksi 
sehubungan adanya saksi telah menjual meterai 6000 palsu 
kepada Lk. AMRAN 
 Bahwa benar saksi mulai menjual meterai 6000 palsu kepada 
Lk. AMRAN  sejak bulan juli 2014 sampai dengan bulan agustus 
2015, sedangkan kepada terdakwa ABDI NASSAR memang 
pernah memesan meterai kepada saksi namun saksi 
menyampaikan kepadanya kalau mau barang (meterai) ambil 
kepada Lk. AMRAN; 
 Bahwa benar  saksi menjual meterai 6000 palsu kepada Lk. 
AMRAN dengan harga Rp. 85.000,- perpapannya dimana dalam 
1 (satu) papan berisi 50 (lima puluh) lembar meterai 6000 palsu, 
dimana Lk. AMRAN membeli meterai 6000 palsu dari saksi 
paling banyak 100 (seratus) papan dan paling sedikit 50 (lima 
puluh) papan; 
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 Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa Lk. AMRAN  menjual 
kembali meterai 6000 palsu tersebut  kepada terdakwa ABDI 
NASSAR; 
 Bahwa benar saksi tidak mengetahui  dimana terdakwa ABDI 
NASSAR menjual meterai 6000 palsu  tersebut dan saksi baru 
mengetahuinya setelah terdakwa ditangkap kemudian mengakui  
kalau terdakwa menjual meterai 6000 palsu tersebut kepada Lk. 
BASHAR; 
 Bahwa benar pada saat saksi menjual meterai 6000 palsu 
tersebut kapada Lk. AMRAN tidak pernah bertanya kepada 
saksi melainkan dia langsung membeli saja kepada saksi, selain  
itu saksi juga tidak mengetahui kalau meterai  6000 tersebut 
palsu; 
 Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada terdakwa ABDI 
NASSAR berupa 30 (tiga puluh) papan meterai 6000 palsu 
tersebut sebelumnya saksi jual kepada Lk. AMRAN yang 
kemudian Lk. AMRAN  jual kepada terdakwa ABDI NASSAR; 
 Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan; 
 Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP. 
1.4 Saksi AMRAN alias  BAPAK TIA, dibawah sumpah pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
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 Bahwa benar saksi mengerti  sehingga diperiksa selaku saksi 
sehubungan dengan adanya saksi telah menjual meterai 6000 
palsu kepada terdakwa ABDI NASSAR; 
 Bahwa benar saksi mulai menjual meterai 6000 palsu kepada 
terdakwa ABDI NASSAR sejak pertengahan tahun 2014 sampai 
dengan bulan agustus 2015, dimana saksi menjual atau 
menyediakan meterai 6000 palsu tersebut dirumahnya saksi di 
Jl. Veteran selatan Lr.1 Stp.1 No.5 Kelurahan Bontolebang 
Kecamatan Mamajang Makassar; 
 Bahwa benar meterai 6000 palsu yang saksi dijual tersebut 
sebelumya saksi peroleh dari Lk. BUDIYAMIN yang beralamat 
di Sakkoli Kec. Sajoanging  Kab. Wajo yang kemudian meterai 
6000 palsu tersebut saksi jual kepada terdakwa ABDI NASSAR; 
 Bahwa benar saksi memperoleh  meterai 6000 palsu tersebut 
dari Lk. BUDIYAMIN dengan cara awalnya saksi menghubungi 
langsung Lk. BUDIYAMIN melalui telepon dan meminta paket 
kiriman meterai 6000 palsu, kemudian Lk. BUDIYAMIN  
mengirimkan saksi meterai 6000 palsu dari Kab. Wajo  melalui 
jasa angkutan umum mobil panther rute Kab. Palopo-Makassar 
dan juga terkadang Lk. BUDIYAMIN mengirimkan saksi paket 
meterai 6000 palsu melalui jasa pengiriman JNE langsung dari 
Jakarta  ke alamat tempat tinggal saksi di Makassar, kemudian 
uang pembayaran harga meterai 6000 palsu tersebut saksi 
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bayarkan kepada Lk. BUDIYAMIN dengan cara mentransfer 
langsung ke nomor rekening milik Lk. BUDIYAMIN di Bank BRI 
namun saksi lupa nomor rekeningnya; 
 Bahwa benar saksi menjual meterai 6000 palsu tersebut kepada 
terdakwa ABDI NASSAR dengan cara setelah saksi 
memperoleh meterai 6000 palsu tersebut dari Lk. BUDIYAMIN 
selanjutnya saksi langsung menjualnya kepada terdakwa ABDI 
NASSAR dimana terdakwa langsung datang kerumah saksi 
membeli meterai 6000 palsu tersebut dan sistem 
pembayarannya secara tunai; 
 Bahwa benar setelah dikantor polisi saksi baru mengetahui 
kalau meterai 6000 palsu yang terdakwa ABDI NASSAR  
peroleh dari saksi tersebut kemudian terdakwa jual kepada Lk. 
BASHAR dan selanjutnya Lk. BASHAR menjual meterai 6000 
palsu tersebut ke toko-toko tempat fotocopy dan kepada Lk. 
SADDAM yang kemudian oleh Lk. SADDAM menjualnya di 
provinsi Sulbar; 
 Bahwa benar saksi membeli meterai 6000 palsu dari Lk. 
BUDIYAMIN dengan harga Rp. 85.000,- perpapan, kemudian 
saksi menjualnya lagi kepada terdakwa ABDI NASSAR  dengan 
harga Rp. 110.000,- perpapan, dimana dalam satu kali 
pengiriman saksi mendapatkan 100 (seratus) papan meterai 
6000 palsu dari Lk. BUDIYAMIN dan saksi biasanya meminta 
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pengiriman meterai 6000 palsu dari Lk. BUDIYAMIN satu kali 
satu bulannya; 
 Bahwa benar saksi mulai mengetahui kalau meterai 6000 yang 
saksi beli dari Lk. BUDIYAMIN tersebut adalah palsu karena 
harganya yang murah dibawah dari harga yang dijual PT. Pos 
Indonesia dan apabila diteliti dengan seksama ada perbedaan 
dari segi warna dan gambar dimeterai tersebut; 
 Bahwa benar saksi tidak pernah menyampaikan kepda 
terdakwa ABDI NASSAR  kalau meterai 6000 tersebut palsu 
karena saksi juga tidak mengetahui kalau meterai 6000 tersebut 
palsu; 
 Bahwa benar adapun keuntungan saksi di peroleh dari menjual 
meterai 6000 palsu tersebut adalah sebesar Rp.25.000.- untuk 
satu papannya, sehingga untuk satu bulannya  saksi bisa 
mendapatkan keuntungan  sebesar Rp. 2.500.000,- bahkan 
lebih, serta uang keuntungannya tersebut saksi gunakan untuk 
kebutuhan saksi sehari-hari; 
 Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada terdakwa ABDI 
NASSAR berupa 30 (tiga puluh) papan meterai 6000 palsu 
tersebut sebelumnya terdakwa beli dari saksi di mana 
sebelumnya meterai 6000 palsu tersebut saksi peroleh dari Lk. 
BUDIYAMIN; 
 Bahwa benar barang bukti yang diajukan kedepan persidangan; 
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 Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP. 
1.5 Saksi BASHAR BIN BASO. R, dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
 Bahwa benar saksi mengerti sehingga di periksa selaku saksi 
sehubungan dengan adanya saksi teah membeli meterai 6000 
palsu dar terdakwa ABDI NASSAR; 
 Bahwa benar saksi berlangganan mulai membeli meterai 6000 
palsu kepada terdakwa ABDI NASSAR sejak bulan agustus 
2014 sampai dengan bulan agustus 2015; 
 Bahwa benar saksi membeli meterai 6000 palsu dari terdakwa 
ABDI NASSAR tidak menentu terkadang saksi ketemu/janjian 
dengan terdakwa di Jl. A.P. Pettarani Makassar atau di Jl. 
Landak Makassar dan ditempat tersebut saksi bertransaksi jual 
beli meterai 6000 palsu dengan terdakwa ABDI NASSAR; 
 Bahwa benar saksi membeli meterai 6000 palsu dari terdakwa 
ABDI NASSAR perbulannya sebanyak 30 (tiga puluh) papan 
hingga 50 (lima puluh) papan sesuai permintaan Lk. SADDAM 
kepada saksi, dimana saksi membelinya dengan harga Rp. 
135.000,- perpapan; 
 Bahwa benar adapun sebabnya sehingga saksi  dapat 
berlangganan membeli meterai 6000 palsu tersebut dari 
terdakwa ABDI NASSAR berawal dari bulan agustus 2014 saksi 
bertemu dengan terdakwa ABDI NASSAR di Ruko Zamrud (toko 
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farfum) kemudian saksi ditawari oleh terdakwa ABDI NASSAR 
meterai 6000 murah sehingga saksi mengatakan nanti kalau 
ada yang pesan sama saksi baru saksi minta, setelah itu 
beberapa hari kemudian  saksi memesan meterai 6000 tersebut 
kepada terdakwa ABDI NASSAR sebanyak 30 (tiga puluh) 
papan untuk di jual kembali kepada Lk. SADDAM SJARIF dan 
selanjutnya saksi membeli meterai 6000 tersebut kepada 
terdakwa ABDI NASSAR apabila Lk. SADDAM SJARIF 
memesan lagi kepada saksi; 
 Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana terdakwa ABDI 
NASSAR memperoleh meterai 6000 palsu tersebut karena saksi 
tidak pernah menanyakannya; 
 Bahwa benar saksi mengetahui kalau meterai 6000 yang dijual 
oleh terdakwa ABDI NASSAR tersebut  kepada saksi adalah 
meterai 6000 palsu dan saksi juga tidak pernah menanyakannya 
kepada terdakwa ABDI NASSAR, dimana saksi mengetahui 
kalau meterai 6000 tersebut palsu karena sebelumnya saksi  
berlangganan meterai 6000  dengan Lk. HENDRIK selama 2 
(dua) bulan dan saat itu Lk. HENDRIK memberitahukan kepada 
saksi bahwa meterai 6000 yang dijualnya tersebut palsu, 
sehingga pada saat saksi berlangganan  dengan terdakwa ABDI 
NASSAR  dengan harga Rp. 135.000,- maka saksi langsung 
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mengetahui kalau meterai 6000 yang dijual  oleh terdakwa ABDI 
NASSAR tersebut adalah meterai 6000 palsu; 
 Bahwa benar saksi tidak pernah membandingkan meterai 6000 
yang dijual oleh terdakwa ABDI NASSAR kepada saksi dengan 
meterai 6000 dari Kantor Pos; 
 Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan; 
 Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dala BAP. 
2. Keterangan Terdakwa 
Terdakwa ABDI NASSAR, didepan persidangan yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
 Bahwa benar terdakwa mengerti sehingga diperiksa 
sehubungan dengan adanya terdakwa telah mengedarkan atau 
menjual meterai 6000 palsu; 
 Bahwa benar terdakwa ditangkap hari jumat tanggal 28 Agustus 
2015 sekitar jam 22.00 wita bertempat dirumah terdakwa di Jl. 
Bau Mangga II No.8 Makassar dimana pada saat itu petugas 
kepolisian berhasil menyita barang milik terdakwa berupa 30 
(tiga puluh) papan meterai 6000 atau 1500 (seribu lima ratus) 
lembar meterai 6000, dimana setiap papannya berisi terdiri dari 
50 (lima puluh) lembar meterai 6000; 
 Bahwa benar meterai 6000 yang ditemukan tersebut semuanya 
dalah meterai palsu dan terdakwa mengetahui hal tersebut atas 
penyampaian dari Lk.BUDIYAMIN; 
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 Bahwa benar yang terdakwa maksudkan dengan Lk. 
BUDIYAMIN adalah teman terdakwa dimana pada tahun 2014 
antara terdakwa dengan Lk. BUDIYAMIN ada hubungan 
pekerjaan dalam hal jual beli  meterai palsu namun hal tersebut 
hanya berlangsung beberapa bulan saja, sebab sejak satu 
tahun lalu terdakwa tidak lagi mengambil/membeli meterai palsu 
kepada Lk. BUDIYAMIN melainkan terdakwa membeli melalui 
Lk. AMRAN; 
 Bahwa benar meterai 6000 palsu yang ditemukan pada saat 
terdakwa ditangkap sebelumnya terdakwa peroleh dari Lk. 
AMRAN, sedangkan Lk. AMRAN memperoleh meterai 6000 
palsu tersebut dari Lk.BUDIYAMIN; 
 Bahwa benar dalam setiap papannya meterai 6000 palsu 
tersebut terdakwa beli dari Lk. AMRAN dengn harga 
Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya 
terdakwa jual kepada Lk. BASHAR dengan harga Rp. 134.000,- 
(seratus tiga puluh empat ribu rupiah) perpapannya, sehingga 
terdakwa mendapat keuntungan setiap papannya sebesar Rp. 
24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah); 
 Bahwa benar dalam setip lembarnya meterai 6000 palsu 
tersebut terdakwa beli dari Lk. AMRAN seharga Rp.2.200,- (dua 
ribu dua ratus rupiah) perlembar, kemudian terdakwa jual 
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kembali kepada Lk. BASHAR sebesar Rp.2.680,- (dua ribu 
enam ratus delapan puluh rupiah) perlembarnya; 
 Bahwa benar sepengetahuan terdakwa bahwa Lk. BASHAR 
membeli meterai 6000 palsu tersebut kepada terdakwa dengan 
maksud untuk Lk. BASHAR jual kembali namun terdakwa tidak 
mengetahui jual kemana; 
 Bahwa benar terdakwa membeli meterai 6000 palsu dari Lk. 
AMRAN dengan sistem pembayaran secara kontan atau 
terdakwa beli langsung kemudian terdakwa jual kembali kepada 
Lk. BASHAR juga secara kontan, namun biasanya sebagian 
meterai tersebut terdakwa simpan dirumah untuk dijual secara 
diecer kepada orang-orang tertentu yang sudah kenal dan tahu 
jika terdakwa menjual meterai 6000; 
 Bahwa benar terdakwa jual beli meterai 6000 palsu sudah lebih 
dari satu tahun atau hampir dua tahun dan terdakwa selalu 
melakukannya di wilayah Makassar  yakni biasanya terdakwa 
datang membeli kerumah Lk. AMRAN dan juga biasa diantarkan 
kerumah terdakwa, sedangkan antara terdakwa dengan Lk. 
BASHAR biasanya Lk. BASHAR datang mengambil dirumah 
terdakwa atau biasanya terdakwa bawakan ketempat kerja Lk. 
BASHAR didekat Hotel Clarion Makassar; 
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 Bahwa benar adapun maksud dan tujuan terdakwa memperjual 
belikan meterai 6000 palsu tersebut adalah untuk mendapatkan 
keuntungan dan menambah biaya hidup terdakwa dan keluarga; 
 Bahwa benar dalam satu bulannya terdakwa dapat menjual 
meterai 6000 palsu tersebut paling banyak sampai 80 (delapan 
puluh) papan atau setara 4.000 (empat ribu) lembar dan paling 
sedikit 40 (empat puluh) papan atau setara 2.000 (dua ribu) 
lembar, sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam 
setiap bulannya  jika diuangkan rata-rata sebesar 
Rp.1.900.000,-  (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau 
paling sedikit sebesar Rp. 960.000,- (Sembilan ratus enam 
puluh ribu rupiah), sebab dalam setiap  papannya terdakwa 
mendapatkan keuntungan sebesar Rp.24.000,- (dua puluh 
empat ribu  rupiah); 
 Bahwa benar meterai 6000 palsu yang terdakwa perjualbelikan 
tersebut adalah meterai tahun 2014; 
 Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa yang 
memalsukan meterai 6000 tersebut, namun yang jelas Lk. 
BUDIYAMIN pernah memberitahukan kepada terdakwa bahwa 
meterai 6000 yang terdakwa beli dari Lk. BUDIYAMIN tersebut 
adalah meterai palsu; 
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 Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau perbuatannya 
tersebut adalah planggaran hukum, namun terdakwatetap 
melakukannya; 
 Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya tersebut; 
 Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan; 
 Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang ada dalam 
BAP. 
Setelah mendengar  pembelaan dari terdakwa secara lisan yang 
pada pokoknya mohon  agar hukumannya diringankan hukuman atau 
dihukum seringan-ringannya; 
Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan kepersidangan telah 
didakwa  oleh penuntut umum melakukan kejahatan sebagaimana dalam 
dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 257 KUHP 
Jo. Pasal 253 KUHP;  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 
beberapa saksi atas sumpah menurut agamanya masing-masing antara 
lain sebagai berikut: 
Saksi BUDI ADI, SH, NURDIN, BUDIYAMIN, AMRAN Alias BAPAK 
TIA dan BASHAR Bin BASO.R telah memberikan keterangan sesuai apa 
yang diberikan kepada penyidik dan keterangan telah termuat dalam 
berita acara persidangan dimana keterangannya pada pokoknya telah 
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mendukung dakwaan penuntut umum dan memberatkan perbuatan 
terdakwa; 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan 
barang bukti dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi 
dan diakui oleh terdakwa sebagai barang bukti yang telah dibuat pada 
saat terdakwa melakukan kejahatannya tersebut; 
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan 
keterangan  yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan 
keterangan tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan ini; 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka 
didapatlah fakta-fakta dipersidangan, dimana keterangan para saksi  yang 
didengar dibawah sumpah antara yang satu dengan yang lainnya saling 
berkaitan dan  berhubungan dengan keterangan terdakwa serta dengan 
diajukan barang bukti di persidangan maka unsur-unsur yang terkandung 
dalam Pasal dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi oleh 
perbuatan terdakwa; 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam 
rumusan delik telah terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa maka 
terdakwa dinyatakan  terbukti secara menurut hukum  dan majelis yakin 
akan kesalahan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam 
dakwaan jaksa Penuntut Umum; 
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Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya maka majelis hakim akan 
mempertimbangkan sebagai berikut; 
Menimbang, bahwa majelis tidak melihat adanya allasan 
penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam 
perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya; 
Menimbang, bahwa majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti 
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya karenanya harus 
dihukum pula untuk membayar ongkos perkara; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, penahan 
terdakwa harus tetap dilanjutkan agar terdakwa tidak menghindarkan diri 
dari pelaksanaan hukuman yang akan dijatuhkan; 
Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan 
seluruhnya haruslah dikurangkan  dari hukuman yang akan dijatuhkan 
kepada terdakwa; 
Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan 
haruslah dirampas untuk dimusnahkan; 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhdap 
terdakwa terlebih dahulu majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga 
putusan yang dapat dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan; 
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Hal-hal yang memberatkan: 
- Perbuatan terdakwa dapat mendatangkan kerugian bagi Negara; 
Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak 
akan mengulangi perbuatannya; 
- Terdakwa belum pernah dihukum. 
 
2. Analisis Penulis 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang 
didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di 
dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang 
telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum 
sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan 
sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa. 
Dalam menjatuhkan hukuman pidana, Hakim harus berdasarkan 
pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim 
memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-
benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur 
dalam Pasal 183 KUHAP. 
Selain dari apa yang dijelaskan penulis diatas, yang perlu dilakukan 
oleh hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa 
96 
 
tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah 
ditetapkan oleh undang-undang.  Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan 
kemampuan bertanggungjawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan 
atas tindakan dan perbuatannya  serta tidak adanya alasan 
pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana 
yang dilakukannya. 
Dalam putusan Nomor: 1682/Pid.B/2015/PN.Mks, proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim menurut 
penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, seperti yang 
sudah dipaparkan sebelumnya oleh penulis, yaitu berdasarkan dua alat 
bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan hakim 
adalah keterangan saksi,dan keterangan terdakwa, serta alat bukti yang 
diajukan.Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban 
pidana, dalam hal ini majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul 
dipersidangan  menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan 
atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat 
melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. 
Terdakwa dalam melakukan perbuatannya  berada pada kondisi yang 
sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. 
Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan 
pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan 
pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya 
dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis hakim melihat hal-hal yang 
97 
 
memberatkan dan meringankan, yaitu hal-hal yang memberatkan yaitu 
perbuatan terdakwa yang mengedarkan meterai palsu  yang dapat 
mendatangkan kerugian negara. Adapun hal-hal  yang meringankan 
adalah terdakwa  belum pernah dihukum sebelumnya, dan terdakwa 
mengakui perbuatannya dan menyesalinya. Walaupun niat melakukannya 
adalah untuk menambah biaya hidup terdakwa dan keluarga, namun tetap 
saja dimata hukum perbuatannya tersebut tetap melanggar ketentuan 
hukum yang berlaku. Hal ini bisa dijadikan pembelajaran bukan hanya 
terdakwa tetapi untuk semua orang. 
Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim  dalam 
menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim 
harus dapat mengelola dan memperoses data-data yang diperoleh selama 
proses persidangan, sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada 
terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan 
dan profesionalisme. Berkaitan dengan perkara yang penulis teliti pada 
waktu penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, penulis melakukan 
wawancara langsung kapada Hakim yang memutus perkara ini, adapun 
hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, 
mengatakan bahwa: 
“Dalam pemeriksaan dan mengadili suatu perkara, hakim terikat 
dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. 
Dari hasil pemeriksaan itulah nantinya akan menjadi bahan pertimbangan 
untuk mengambil keputusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam 
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persidangan merupakan bahan utama yang dijadikan pertimbangan dalam 
suatu putusan, dan juga pengadilan memeriksa berdasarkan surat 
dakwaan. Sehingga ketelitian, kejelian, dan kecerdasan dalam 
mengemukakan/ menentukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting 
dalam menentukan terhadap hasil putusan. Seorang hakim dalam 
memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis 
(hukum) kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat 
keputusan-keputusan hakim yang adil dan bjaksana dengan 
mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam 
masyarakat. Hakim juga menjatuhkan putusan mengacu pada Dasar 
hukum UU kekuasaan kehakiman UU No 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat 2  
“dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 
memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa”. Dimana semua 
tuntutan mempertimbangkan berat atau ringannya kejahatan yang 
dilakukan terdakwa. 
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BAB V 
           PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka penulis dapat 
menyimpulkan bahwa: 
1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan 
meterai palsu pada perkara Nomor 1682/Pid.B/2015/PN.Mks, yang 
dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum, baik keterangan saksi-
saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa yang kemudian 
dituangkan dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah 
sangat tepat, yaitu menjerat terdakwa dengan Pasal 257 KUHP  yang 
diduga kuat telah cukup bukti melakukan tindak pidana dengan 
sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan meterai 
6000 palsu . 
2. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan  Nomor 
1682/Pid.B/2015/PN.Mks menurut penulis sudah sesuai dengan 
aturan hukum yang berlaku. Karena berdasarkan dua alat bukti yang 
sah , dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang digunakan 
hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta 
alat bukti pemalsuan. Majelis hakim berdasarkan fakta-fakta di 
persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan 
perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan 
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perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditibulkannya dan 
tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya 
dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur 
melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana. 
 
B. SARAN 
1. Dari kesimpulan terkait dengan penegak hukumnya yakni Hakim dan 
juga Jaksa Penuntut Umum yang telah menjalankan tugasnya 
sebagaimana mestinya, maka penulis hanya ingin mengingatkan 
kembali agar kedepannya tetap menjalankan tugasnya dengan baik. 
Jaksa Penuntut Umum yang teliti dan cermat dalam menyusun surat 
dakwaan serta Hakim yang menjatuhkan hukuman pidana 
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan juga fakta-fakta yang 
timbul pada saat persidangan baik itu secara subjektif maupun 
objektif sehingga menciptakan keadilan didalam masyarakat. 
2. Agar tidak terjadi tindak pemalsuan meterai di Indonesia yang lebih 
luas maka dibutuhkan kesadaran masyarakat, agar lebih teliti dalam 
membeli, serta masyarakat dapat membedakan mana meterai asli 
dan meterai palsu. 
3. Hendaknya pengawasan lebih ditingkatkan lagi agar tidak ada pihak 
yang bertanggungjawab melakukan suatu perbuatan yang melanggar 
hukum. 
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4. Penulis berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat 
bersedia menerima dan membantu mengawasi terdakwa di tengah-
tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, dengan 
tujuan mencegah terdakwa yang telah dipidana agar terdakwa tidak 
mengulangi lagi kejahatan pada umumnya dan perbuatan yang sama 
pada khusunya, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat 
memperbaiki diri terdakwa. 
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